BAB I1
KAJIAN TEORETIK

A. Kajian Elite Pesantren
Berbicara tentang kajian elit pesantren® yang disebut sebagai pihak elit
setidaknya ada tiga argumentasi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Imam
Suprayogo? bahwa kiai sebagai pemuka agama pada pesantren® disebut
sebagai elit pesantren adalah sebagai berikut;
Pertama, sumber ajaran agama Islam hal ini tidak hanya pada ruang
lingkup bimbingan moral, tetapi juga pada nilai-nilai disemua sisi kehidupan

baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, hukum maupun persoalan

! Istilah elite pesantren juga disebut ‘elite agama’, ketika kita menelusuri lebih jauh kata elite
berasal dari kata “elite” berasal dari bahasa latin “eligare” yang berarti memilih. Lihat dalam
Mubarak yang mengutip dari Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elite-Penentu dalam
Masyarakat Modern (Jakarta: Gramedia, 1995), 3. Lebih lanjut menurut Etzioni sebagaimana
dikutip Killer, elite adalah aktor yang mempunyai kekuasaan sehingga elite disebut kelompok
yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Istilah elite telah digunakan pada abad
ke-17 yang diperuntukkan untuk barang kelas khusus dan kemudian digunakan untuk menyebut
kelompok sosial yang lebih tinggi baik bangsawan, militer dan berbagai kelas sosial atas lainnya.
Lebih lengkapnya lihat Kartodirdjo dalam Zulfi Mubarak, Prilaku Politik Kiai (Malang: UIN
Maliki Press, 2012), 4.

2 Keberadaan kiai disebut sebagai elite sebagai pendidik, pemuka agama dan pelayan sosial serta
sebagian melakukan peran politik. Lihat Imam Suprayogo, Kiai dan Politik; Membaca Citra
Politik Kiai (Malang: UIN Maliki Press, 2009), 4.

% Pesantren sebagai pendidikan keagamaan merupakan realitas yang tak dapat dipungkiri.
Sepanjang sejarah yang dilaluinya, pesantren terus menekuni pendidikan tersebut dan
menjadikannya sebagai fokus kegiatan. Dalam mengembangkan pendidikan, pesantren telah
menunjukkan daya tahan yang cukup kokoh sehingga mampu melewati berbagai zaman dengan
beragam masalah yang dihadapinya. Dalam sejarahnya itu pula, pesantren telah menyumbangkan
sesuatu yang tidak kecil bagi Islam di negeri ini. Sungguhpun demikian, pesantren tak dapat
berbangga hati dan puas dengan sekedar mampu bertahan atau terhadap sumbangan yang
diberikan di masa lalu. Signifikansi pesantren bukan hanya terletak pada dua hal tersebut, tapi
pada kontribusinya yang nyata bagi umat Islam, secara khusus dan masyarakat, secara luas. Pada
masa kini dan mendatang kalau kita mau jujur, ketahanan pesantren ternyata menyimpan berbagai
persoalan yang cukup serius. Sebab dalam realitasnya daya tahan tersebut, pada satu sisi, telah
membuat terjadinya pengentalan romantisme konservatif, dan pada sisi lain, hal itu telah menyeret
pesantren ke dalam perubahan yang sekadar “latah” dan tanpa antisipatif. Lihat Abd. A’la,
Pembaruan Pesantren (Yogyakrta: LKiS, 2006), 15-16.
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politik. Hal ini melihat bagaimana Nabi sebagai pembawa risalah dan juga
seorang negarawan yang posisinya sebagai kepala Negara.

Kedua, aspek historis. Keterlibatan kiai dalam gelanggang politik sejak
kesultanan Mataram 11, bahkan kiai tercatat ikut ambil bagian dalam merintis
organisasi politik Islam di Tanah air seperti Masyumi, Majlis Islam A’la
Indonesia (MIAI) PSII, Perti. Maka tak heran jika KH. Hasyim Asy’ari dan
KH. Ahmad Dahlan sebagai perintis organisasi terbesar di Indonesia. Tokoh
lain misalnya KH. Agus Salim dan KH. Mansyur serta tokoh lainnya. Maka
tak heran jika Islam harus dipahami sebagai kekuatan agama dan sekaligus
sebagai kekuatan politik.

Ketiga, elite yang memiliki pengikut (jamaah) hal ini tentunya
memberikan pengaruh yang signifikan di tengah-tengah masyarakat dengan
menjadikan mereka terlibat dalam pengambilan keputusan bersama baik
kepemimpinan, penyelesaian berbagai problem sosial, pengembangan
pendidikan dan kemasyarakatan.* Hal ini membuktikan keberadaan kiai di
tengah-tengah masyarakat memiliki banyak peran dengan misinya adalah
dakwah, dakwah akan berhasil jika didukung paling tidak memperoleh izin

berupa legitimasi penguasa sebagai pemegang kekuasaan.

* Pesantren sebagai pengemban pendidikan setidaknya agar pesantren menjalankan tiga hal pokok
krusialnya yakni; (1) transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (transmission of Islamic
knowledge); (2) pemeliharaan tradisi Islam (maintenance of Islamic tradition); (3) reproduksi
(calon-calon) ulama (reproduction of ulama). Harapan kedua adalah agar para santri tidak hanya
mengetahui ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Dengan demikian, dapat melakukan mobilitas
pendidikan. Harapan ketiga, agar para santri memiliki keterampilan, keahlian atau lifeskills-
khususnya dalam bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa globalisasi yang
membuat mereka memiliki dasar competitive advantage dalam lapangan kerja, seperti dituntut di
alam globalisasi. Lihat Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di tengah
tantangan Milenium 111 (Jakarta: Prenada Kencana, 2012), 136.
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Demikian juga, sungguhpun Kiai itu menjadi bagian dari lapisan elite
sosial-keagamaan, namun etos populisme dan kedekatannya dengan
masyarakat bawah (grassroot society) belum dapat diungguli oleh lembaga
yang berlabelkan ‘rakyat’ atau ‘masyarakat’ sekalipun. Satu lagi yang
eksklusif, bahwa pesantren pada umumnya hanya dimiliki oleh pribadi
seorang atau kelompok Kiai. Namun, melalui pendidikan dan dakwahnya,
fungsi sosial pesantren tidak kalah mashlahat-nya jika dibandingkan dengan
lembaga yang memang diorientasikan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan

sosial.’

B. Interaksi Politik Kiai

Masalah hubungan politik antara Islam dan Negara, seringkali muncul dari
pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa
sehingga Islam disejajarkan secara konfrontatif dengan negara. Hal yang
demikian, seolah-olah antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan
yang saling melengkapi. Karena itu, setidaknya pada kandungan ideologi dan
kerangka konstitusional menjadi faktor-faktor yang sangat penting dalam
menentukan watak sebagai negara Islam. Jika memang demikian yang terjadi,
maka sebuah tinjauan umum mengenai teoretisasi politik Islam akan berguna
sebagai suatu landasan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai inti

masalah ini.t

5 Marzuki Wahid, Ideologi Pendidikan Pesantren; Pesantren di Tengah arus ideologi-ideologi
Pendidika, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 2007), 127.
® Zulfi Mubarak, Prilaku Politik Kiai (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 43.
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Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teorinya yang dalam pandangan
peneliti punya interakasi dalam berbagai lini kehidupan termasuk di dalamnya
interaksi bidang politik seperti disebutkan oleh Afif Hasan’antara lain Horiko
Horokoshi menyebut bahwa pondok pesantren sebagai agent of social change
Clofford Geertz sebagai cultural broker, Komaruddin Hidayat menyebut
sebagai mediator kehidupan modern dan tradisional, Thoha Hamim menyebut
sebagai regulator masyarakat yang tidak menentu; Munadir Sulaiman
menyebut katalisator terjadinya suatu situasi; Atho’ Mudzhar menyebut
sebagaikiai berkiprah sebagai stablility and change, namun yang terpenting
pesantren dalam melakukan interaksi harus tetap menjadi pertahanan sebagai
landasan moral bangsa.

Sejumlah pemeluk Islam percaya akan sifat Islam yang sempurna dan
menyeluruh sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga ”D” yang terkenal
itu (din, agama; dunya, dunia, dan daulah, negara). Maka oleh karena itu,
Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan pemecahan terhadap
semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya dan
harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik. (bagi kalangan Muslim
ini) realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah

negara Islam, yakni sebuah”negara ideologis®yang didasarkan pada ajaran-

” Lihat dalalm Afif Hasan, llmu Pendidikan Islam (Malang: UMPress, 2011), 129.

8 Istilah ideologi dipakai untuk menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan
ide-ide manusia atau lebih umum dikenal sebagai science of ideas dengan demikian ideologi
mempunyai arti positif. Orang yang pertama kali mencetuskan Antoinne Destutt De Tracy
seoarang filsuf kebangsaan Prancis pada abad ke 19. Lihat Eggi Sudjana dan Achyar Eldine,
Ideologi dalam Perspektif Islam (Bogor: ESAB Ghifari Yusuf, 2003), 12.
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ajaran Islam yang lengkap.® Sebagai ajaran yang multidemensi Islam menjadi
sumber motivasi yang tak akan pernah kering bagi umatnya pada perubahan

yang lebih baik dari masa kini dan masa selanjutnya.™

C. Peran Ganda Kiai

Sejak masa-masa awal kerajaan Islam, tampak para ulama memainkan
peranan penting dalam pemerintahan. Menurut Benda yang dikutip
Dirdjosanjoto** Para penguasa yang baru dinobatkan harus banyak bersandar
kepada para ulama, guru mistik dan ahli kitab, karena merekalah yang dapat
menobatkan para penguasa tersebut menjadi pengeran-pangeran Islam,
mengajar dan memimpin upacara keagamaan, serta menjalankan hukum Islam
terutama dibidang perkawinan, perceraian, serta warisan. Di bawah kesultanan
Islam, karena sultan diakui sebagai penguasa Islam, lembaga keagamaan
mendapatkan pengakuan (full protection).

Hal ini juga ada terkodifikasi dalam Babad Tanah Jawi diceritakan, para
wali memainkan peranan penting dalam masalah suksesi pemerintahan.
Kekuasaan Sultan Agung dan Sultan Pajang dilegitimasikan oleh Sunan Giri,
salah satu dari Sembilan wali. Sementara itu, hubungan antara aristokrat
dengan para ulama sering diperkuat dengan hubungan perkawinan serta

hadiah-hadiah.

% Nazith Ayyubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab Word (London: Routologe,
2004), 123.

9sabar Sitanggang, 90 Menit bersama Yusril; Relasi Islam, Politik dan Negara (Depok: Pustaka
ar-Rayhan, 2012), 30.

“Dijrdjosanjoto, Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa (Yogyakarta: LKiS,
1999), 35.
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Berbagai hal yang disebutkan seperti di atas ada hasil riset dari Emerson
tentang elite di Indonesia itu membedakannya dari studi tentang elite yang
menekankan pada siapa-siapa yang perlu diperhitungkan dalam proses
pengambilan keputusan politik, yang sering dinilai sebagai studi tentang
individu-individu elite yang tingkat relevansinya bersifat jangka pendek. Studi
Emmerson itu melukiskan tentang bagaimana elite priyai dan santri dalam
percaturan politik di Indonesia, yang menggambarkan pengaruh kebudayaan
politik (political behaviour) dalam kehidupan elite politik.*?

Demikian juga, sungguhpun Kiai itu menjadi bagian dari lapisan elitisme
sosial-keagamaan, namun etos populisme dan kedekatannya dengan
masyarakat bawah (grassroot society) belum dapat diungguli oleh lembaga
yang berlabelkan ’rakyat’ atau ‘masyarakat’ sekalipun. Satu lagi yang
eksklusif, bahwa pesantren pada umumnya hanya dimiliki oleh pribadi
seorang atau sekelompok kiai (keluarga ‘mepotis’). Namun, melalui
pendidikan dan dakwahnya, fungsi sosial pesantren tidak kalah mashlahat-nya
jika dibandingkan dengan lembaga yang memang diorientasikan secara khusus

untuk kegiatan-kegiatan sosial.

D. Teori Relasi
Berbicara tentang teori secara umum teori adalah serangkaian bagian
atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan

sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan

12 Elit politik yang bertahan dalam politik lingkungan birokrasi disebut sebagai studi tentang
kebudyaan elite. Lihat dalam Zulfi Mubarak, Perilaku Politik Kiai (Malang: UIN Maliki Press,
2012), 23.
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hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel yang
bermaksud menjelaskan fenomena sosial. Labovitz dan Hagedorn
mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka
definisikan “menentukan” bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan
pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.*?

Secara akademik kecenderungan relasi elite pesantren seperti dimaknai
sebagai bagian dari transformasi sosial dan sarana eksistensi aktor dalam
legitimasi kultural pada kelas sosial (legitimate culture performs in class
relations) yang melingkupi eksistensi aktor dalam realitas sosial."* Oleh
karena itu dalam realitas sosial kekuasaan selalu mengalami proses mengubah,
memperkokoh dan memutarbalikkannya,” atau dalam perspektif Giddens,
sebagai bagian dari reproduction of locality yakni suatu proses pendefinisian
ulang ruang atau bahkan pembangunan ruang dengan tujuan untuk menjamin
pelestarian dari kekuasaan kelompok yang memerintah.*®

Hal yang sering terjadi dalam dunia politik termasuk di dalamnya
melahirkan suatu kebijakan, orientasi kekuasaan sering menjadi segala-
galanya dan menggunakan berbagai cara demi mencapai kekuasaan. Salah
satunya menggunakan agama. Hal ini terjadi di Indonesia termasuk Sumenep
mengingat Indonesia merupakan Negara plural, sehingga para elite pesantren

yang dianggap memiliki otoritas untuk menafsirkan agama menjadi bagian

3 John W Creswell, Research Design: Qualitative & Quantitative Approach (London: Sage,
1993), 120.

“Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste (New York:
Routledge, 2006), 12

Michael Foucault, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, terj. Rahayu S Hidayat (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2008), 121.

®|rwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.
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penting dalam pengambilan keputusan dan memiliki pengaruh yang sangat

besar di kalangan masyarakat.!’ Maka, dari sini terjadi relasi kuasa dalam

tanatan sosial kemasyrakatan dan bahkan suatu sistem pemerintahan yang
saling punya kepentingan yang sifatnya saling mendukung dan
menguntungkan (sismbiosis mutualisme).

Secara lebih spesifik dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial.
Neuman mendefinisikan teori sosial adalah sebagai sebuah sistem dari
keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan
pengetahuan tentang dunia sosial.*®

Kelompok sosial (social group) merupakan himpunan atau kesatuan
manusia yang hidup bersama. Himpunan manusia dinamakan kelompok sosial
dengan persyaratan tertetu antara lain;

1. Adanya kesadaran pada anggota kelompok, bahwa ia merupakan bagian
dari kelompok yang bersangkutan;

2. Adanya hubungan timbal balik antara satu anggota dengan anggota dengan
anggota lainnya;

3. Adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga bertambah erat, bisa
merupakan bernasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang
sama, ideologi politik yang sama;

4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola prilaku;

5. Bersistem dan berproses.*

7 Abuya Busyro Karim, Indonesia & Globalisasi (Yogyakarta: Raja Pilar Politika, 2005), 56-57.
8 W.L Neuman, Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach (London: Sage,
2003), 42.

19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2012), 101.
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Kelompok sosial pandangan peneliti pada prilaku sosial yang ada
sesuai dengan pandangan B.F. Skinner yakni prilaku dari dua orang atau lebih
yang saling terkait atau bersama-sama dalam kaitan dalam sebuah lingkungan
bersama. Secara lebih lanjut pandangan peneliti perilaku sosial ini akan
mengarah pada suatu yang disebut relasi sosial.?°

Melihat berbagai lapisan masyarakat setidaknya ada relasi kekuasaan
dalam tata pergaulan sosial masyarakat, Perbedaan suku bangsa, agama,
regional dan pelapisan sosial semuanya jalin menjalin menjadi kebulatan yang
kompleks serta menjadi dasar bagi terjadinya pengelompokan masyarakat
Indonesia. Apabila pengelompokan masyarakat Indonesia secara sederhana
dibedakan ada Jawa dan luar Jawa Islam santri dan non-santri serta golongan
priyayi dan wong cilik.?! Peneliti dapat tambahkan ada golongan birokrat dan
ada masayarakat biasa.

Secara sosiologis merupakan suatu keniscayaan. Menjadi hukum
sosial bahwa setiap individu atau sub komunitas dalam masyarakat
membangaun interaksi dengan berbagai macam motif. Kiai sebagai elite?

pesantren menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat dalam berbagai

kepentingan hidup dalam konteks ini ada ungkapan bahasa Madura “buppa’

% B.F. Skinener, Ilmu Pengetahun Manusia dan Prilaku Manusia (Yogykarta: Pustaka Pelajar,
2013), 459

2! Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

22 Elit agama (kiai) sebagai manusia biasa, memiliki kelebihan berupa menikmati posisinya itu
seperti misalnya prestise, otoritas, kharisma yang dapat menjadikan setiap orang menaruh rasa
hormat padanya. Bahkan dapat berupa keuntungan ekonomi. Sehingga secara sosiologis ia akan
berusaha untuk mempertahankan kenikmatan yang diperolehnya. Salah satu usaha adalah dengan
cara adalah dengan menghindari rival yang suatu saat dapat mengancam posisisnya. Suprayogo,
Kiai, 266.
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bappu’ guru rato’’ memiliki relevansi dengan teori relasi.”®, namun, dalam
penelitian ini dihubungkan dengan pemangku kebijakan pendidikan di
Kabupaten Sumenep.

1. Elite orang tua sebagai Panutan (bhuppa’ bhappu’)

Pendidikan yang yang berbasis agama (di dalamnya pesantren) harus
menformulasikan nilai yang beragam, namun dengan tujuan untuk
mengangkat harkat hidup manusia berdasarkan nilai-nilai agama.
Mempersiapkan untuk hidup di tengah masyarakat, mengembangkan jiwa
sosial dan konsep-konsep kebersamaan, seperti musyawarah gotong
royong, taat adil dan perhatian terhadap orang lain.?* Hal ini memerlukan
pedoman yang bersifat umum maupun khusus ataupun kebijakan pada
tingkat Nasional dan lokal.?®

Paparan di atas menunjukkan dan menjadi jelas bahwa penting bagi
semua orang Madura untuk tidak secara mentah-mentah mengartikan
makna ungkapan bhuppa’ bhabpu’ ghuru rato sebagai hirarki kepatuhan
pada figur-figur tertentu sebagai lazimnya selama ini dipahami oleh
hampir semua orang, sebab jika demikian, makna ungkapan bhuppa’
bhabhu’ ghuru rato justru hanya akan menjerumuskan orang Madura
untuk selalu berada pada posisi terhegemoni yang harus selalu patuh,
patuh dan sekali lagi, patuh sepanjag hidupnya. Pertayaannya kemudian,

kapankah orang Madura dapat mengubah posisinya menjadi figur yang

% Rozaki, Menabur, 189-190.

2 Khalid Asy-Syantut, Mendidik Anak Laki-Laki (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2013), 148.
% M. Saerozi, Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme (Yogyakarta: Tiara Wacana,
2004), xix.
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harus dipatuhi? Hanya dalam konteks sebagai figur bhuppa’ bhabhu’
orang Madura ada saatnya menjadi figur yang harus dipatuhi setelah
mereka menikah dan manjadi orang tua bagi anak-anaknya.?

2. Elite Pendidikan (Ghuru)

Figur guru dalam masyarakat Madura berperan sebagai figur
panutan sekaligus rujukan tentang segala yang bekaitan dengan moralitas
(keagamaan) dan lebih pada representasi masalah ukhrawi, (sacredword)
sesuai dengan konteks budaya Madura tentu dituntut lebih teliti dan
secerdas mungkin untuk memutuskan bagaimana seharusnya bersikap dan
berprilaku ketika sedang berhadapan dengan figur guru sekaligus figur
rato (pemerintah).?’ Sejak reformasi bergulir tahun untuk Kabupaten
Sumenep secara terus-menerus dan saat ini memasuki jabatan keempat
dengan sama-sama dua pereode figur rato dipimpin oleh dari figur guru
dari unsur elit pesantren. %

Melihat fakta kiai yang merupkan elit pesantren memiliki otoritas
dan wewenang yang menentukan semua aspek pendidikan kehidupan
agama atas tanggung jawabnya sendiri.?® Hal ini penting untuk memanej
organisasi pendidikan agar semakin banyak mendapatkan pengakuan

semua pihak.*® Masyarakat Madura sering terstigma negatif, namun selain

ij Latif Wiyata, Mencari Madura (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing 2013), 196.

Ibid., 186.
%8 Pereode 2000-2005 dan 2010 dipimpin Oleh KH. Ramdlan Sirajd dan 2010-2015-2016-2021
dipimpin oleh KH. A. Busyro Karim. Keduanya secara geneologis adalah sama-sama keturunan
Raja Sumenep Sebelum menjadi Kabupaten pada tahun 1929.
2 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1986), 138.
% Tony Bush & Marianne Coleman, Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan (Yogykarta:
IRCiSoD, 2012), 15.
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itu juga dikenal mempunyai watak hemat, disiplin dan pekerja keras.
Selain itu, mereka juga memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat serta
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.* Hal ini penting karena
masyarakat Madura sering terstigma negatif, sehingga terimbangi dengan
berbagai sifat yang positif.

Adanya figur guru dan rato dengan model dwifungsi merupakan
bentuk peran sehingga dibutuhkan kebijakan berupa perbub atau perda®
yang ditempuh lebih berhati-hati dan harus berlandaskan pada kearifan
agar tidak terjadi benturan-benturan peran dan fungsi yang cenderung
mengerus kepercayaan masyarakat sehinga tidak tejadi kebijakan yang
kontraproduktif bagi suatu pelaksanaan kebijakan dan berbagai aktivitas
pembangunan suatu daerah.

3. Elite Kekuasaan

Sebab figur rato adalah suatu achievement status yang
persayaratannya bukan faktor genealogis melainkan semata-mata karena
faktor achievement (prestasi). Bila demikian, siapa pun yang dapat dan
mampu meraih prestasi itu berhak Pula menduduki posisi sebagai figur
rato. Namun demikian, dalam realiatas praksisnya tidak semua orang
Madura dapat mencapai prestasi ini. Oleh karena itu, figur rato pun
kemudian menjadi barang langka. Dalam konteks ini dan dalam bahasa

yang lebih lugas, mayoritas orang Madura sepanjang hidupnya sepertinya

' As’adi Muhammad, Membaca Karakter Orang berdasarkan Etnisnya (Yogyakarta: Najah,
2011), 59.

%2 perda yang merupakan regulasi kadang terlampau umum untuk mewadahi keunikan setempat,
sehingga tidak cukup untuk melengkapi regulasi lokla, apalagi meneguhkan regulasi yang sudah
ada. Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruangan Sosial (Yogykarta: Genta Publishing, 2010), 192.
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masih tetap harus berkutat pada posisi ‘’subordinasi’’. Harus patuh, patuh
dan sekali lagi, patuh.

Adanya kiai maupun pemerintah mempunyai kekuasaan dalam
hubungannya dengan masyarakat. Mereka menggunakan kekuasaannya ini
untuk saling menawar dalam dan mendapat keuntungan. Dari perspektif
pemerintah, kekuasaan kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan
sosial-politik masyarakat. Hal ini karena mereka menduduki posisi sebagai
legislator keagamaan dan umat Islam, seperti di Indonesia, membutuhkan
legitimasi kiai untuk melakukan hal-hal duniawi mereka. Pandangan kiai
dan pemerintah yang berbeda sering kali menyulut situasi di mana
hubungan mereka ditandai oleh disharmoni dan bahkan ketegangan. Di
Indonesia, ketegangan ini biasanya terjadi karena pemerintah membutukan
kiai untuk memperoleh dukungan politik dari umat Islam. Selain itu, posisi
pemerintah juga memerlukan legitimasi dari tokoh elit semacam Kiai atas
kebijakan-kebijakannya yang bersentuhan dengan persoalan agama.*

Keterlibatan elit pesantren dalam birokrasi yang mayoritas warga
NU diharapkan jadi cetak biru teologi politik yang bersih akuntabel dan
transparan.®* Intinya posisi kiai sebagai elit pesantren maupun pemerintah
mempunyai hubungan erat dengan masyarakat mereka menggunakan
kekuasaan yang dimiliki saling tawar menawar demi mendapat
keuntungan. Perspektif pemerintah kekuasaan kiai cukup kuat mengakar di

masayarakat dan dapat mempengaruhi tindakan sosial masyarakat. Hal ini

% Turmudzi, Perslingkuhan, 264-265.
% Masdar Hilmy, Nasionalisme dan Islam Nusantara, Eds. Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir
(Jakarta: Kompas, 2015), 240.
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terjadi, karena posisi pemeintah butuh kauasa dari legitimator keagamaan
elite pesantren dalam melakukan kebijakan dalam berbagi ini kehidupan
termasuk bidang pendidikan. Selain itu, juga memerlukan legitimasi Kiai
sebagai elit pesantren atas kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan
persoalan pendidikan dan masalah ke-agama-an.
Secara esensial dari pandangan di atas relasi sosial dapat
didefinisikan sebagai jalinan interaksi yang terjadi antara perorangan
dengan perorangan atau kelompok dengan kelompok atas dasar kedudukan
dan peranan sosial. Adapun terjadinya relasi sosial adalah sebagai
berikut:®
a. Hubungan yang terjadi berdasarkan status atau kedudukan sosial.
Misalnya seorang bawahan berhubungan dengan atasan atau yang
terjadi sebaliknya orang-orang yang bersangkutan dalam pergaulan itu
masing-masing saling menaati sopan santun yang selaras dengan
kedudukannya. Seorang guru berhubungan dengan muridnya harus
berpegang pada kelakuan seorang gurudan dilain pihak si murid
diharap menaati pola kelakuan seorang murid terhadap gurunya.
Demikian pula orang tua dengan anaknya atau majikan dengan
karyawannya dan lain sebagainya.

b. Relasi sosial terjadi pula berdasarkan peranan atau fungsi yang
dipegang setiap orang. Setiap fungsi merupakan pertemuan atau

pertukaran jasa. Misalnya seorang dokter bertemu dengan seorang

*http://arti-definisi-pengertian.info/ciri-ciri-relasi-sosial/ diakses 22 oktober 2015.


http://arti-definisi-pengertian.info/ciri-ciri-relasi-sosial/
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pasien, seorang advokat bertemu dengan Kklien, para pengusaha toko
bertemu dengan pembeli dan begitu seterusnya. Secara umum sebagai
interaksi dan komunikasi dalam masyarakat berupa relasi sosial yang
tejadi seputar kedududukan (pangkat) atas pertukaran jasa itu yang
melekat pada kedudukan yang saling membutuhkan (simbiosis
mutualisme).

c. Pandangan ilmu sosilogi tentang relasi yang tersebut di atas tidak
berjalan statis, namun lebih pengawasan atau sosial kontrol, walaupun
juga bisa terjadi persaingan, oposisi dan konflik.*

Maka dapat dipahami sebuah teori seperti contoh relasi seperti
yang tersebut di atas terdapat beberapa elemen yang mengikutinya.
Elemen ini berfungsi untuk mempersatukan variabel-variabel yang
terdapat di dalam teori tersebut. Elemen pertama yaitu konsep. Konsep
adalah sebuah ide yang diekspresikan dengan simbol atau kata.*” Konsep
dibagi dua yaitu, simbol dan definisi.Dalam ilmu alam konsep dapat
diekspresikan dengan simbol-simbol seperti,”0” = tak terhingga,”m”=
Massa, dan lainya. Akan tetapi, kebanyakan di dalam ilmu sosial konsep
ini lebih diekspresikan dengan kata-kata tidak melalui simbol-simbol.

Menurut Neuman kata-kata juga merupakan simbol karena bahasa itu

% Teori konflik pencetusnya adalah Karl Mark (1818-1883) teori ini terkenal juga dengan teori
struktural konflik. Salah satu pendapat Mark adalahsecara tradisional diasumsikan, bahwa tekanan
yang diberikan oleh Mark terdapat pada kebutuhan materiil dan perjuangan kelas akibat
pemenuhan kebutuhan. Lihat Purwanto, Sosiologi Untuk Pemula Yogyakarta: Media Wacana,
2008), 131. Marxisme menggunakan idiom-idiom yang bertujuan meningkatan taraf kehidupan
ekonomi, bukan memperkaya kehidupan spiritual dan budaya masyarakat. Lihat juga dalamAsghar
Ali Engineer, IslamdanTeologi Pembebasan (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2003), 28.

" W.L Neuman, Ibid, 44.
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sendiri adalah simbol. Karena mempelajari konsep dan teori seperti
mempelajari bahasa. Konsep selalu ada di mana pun dan selalu kita
gunakan.® Misalnya kita membicarakan tentang pendidikan. Pendidikan
merupakan suatu konsep, la merupakan ide abstrak yang hanya di dalam
pikiran kita saja.

Elemen kedua yaitu Scope® Dalam teori seperti yang dijelaskan di
atas memiliki konsep. Konsep ini ada yang bersifat abstrak dan ada juga
yang bersifat kongkret. Teori dengan konsep-konsep yang abstrak dapat
diimplementasikan terhadap fenomena sosial yang lebih luas, dibanding
dengan teori yang memiliki konsep-konsep yang kongkret. Contohnya,
teori yang diungkapkan oleh Lord Acton “kekuasaan cenderung
dikorupsikan” (the power tends to corrups) “° Dalam hal ini kekuasaan dan
korupsi ada pada lingkup yang abstrak. Kemudian kekuasaan ini dalam
lingkup kongkret seperti presiden, raja, perdana mentri, para gubernur,
Bupati, Wali kota, anggota parlemen bahkan jabatan ketua RT dan
berbagai tingkatan jabatan dapat melakukan korupsi dalam lingkup

kongkret seperti korupsi uang.**

% 1bid., 45.

% W.L Neuman, Ibid., 47.

0 Rumusan terkenal Lord Acton, “Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely’
penguasa cenderung korup, penguasa yang memilki kekuasaan tak terbatas sudah dipastikan akan
korup). Sejarah mencatat kebanyakan umat manusia dalam keadaan sengsara, ketika para penguasa
korup melanggar hukum. Mereka merampas dan mencuri dengan mengklaim bahwa hukum adalah
hak mereka. Untuk menciptakan undang-undang yang menguntungkan secara pribadi. Bisa dia
mengangkat para boneka yang dipilihnya yang duduk di lembaga legislatif, menyususn undang-
undang untuk menstabilkan kekuasaannya. Sehingga produk hukum yang dibuat bertentangan
dengan kebenaran dan keadilan. Eggi Sudjana dan Achyar Eldine, Ideclogi dalam Perspektif Islam
(Bogor: ESAB Ghifari Yusuf, 2003), 109.

“Creswell, Research , 122,
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Elemen ketiga adalah relationship. Teori merupakan sebuah relasi
dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya teori merupakan bagaimana
konsep-konsep berhubungan. Hubungan ini seperti pernyataan sebab-
akibat (causal statement) atau proposisi. Proposisi adalah sebuah
pernyataan teoritis yang memperincikan hubungan antara dua atau lebih
variabel, memberitahu bagaimana variasi dalam satu konsep
dipertangggung jawabkan oleh variasi dalam konsep yang lain. Ketika
seorang peneliti melakukan tes empiris atau mengevaluasi sebuah
hubungan itu, maka hal ini disebut sebuah hipotesa. Sebuah teori sosial
juga terdiri dari sebuah mekanisme sebab akibat, atau alasan dari sebuah
hubungan, sedangkan mekanisme sebab akibat adalah sebuah pernyataan
bagaimana sesuatu bekerja dan melakukan aktivitas dalam berbagai
kebijakan.

Perlu diketahui bahwa teori berbeda dengan ideologi, seorang
peneliti kadang-kadang biasa dalam membedakan teori dan ideologi.
Terdapat kesamaan diantara keduanya, tetapi jelas mereka berbeda. Teori
dapat merupakan bagian dari ideologi, tetapi ideologi bukan teori.
Contohnya adalah Aleniasi manusia adalah sebuah teori yang diungkapkan
oleh Karl Marx, tetapi Marxis atau Komunisme secara keseluruhan adalah
sebuah ideologi. Selanjutnya Marx berpendapat bahwa selama borjuis
menjadi kelas yang berkuasa, pemerintah akan menjadi alatnya dan tidak

akan bersedia mendengarkan kebutuhan kelas lain.*?

*2 Lyman Tower Sargent, Ideologi Politik Kontemporer (Jakarta PT. Bina Aksara, 1986), 115.
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E. Konsepsi Politik Pendidikan Islam

Term politik Islam identik dengan kata siyasah yang secara
kebahasaan mengatur.**Tentunya politik pendidikan Islam adalah mengatur
sistem kekuasaan dan pemerintahan suatu negara dalam menangani suatu
masalah.

Secara harfiah, politic (Inggris) yang dapat diartikan sebagai usaha
yang diatur sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan. Dengan
pengertian ini politik yang dalam bahasa arabnya dikenal dengan istilah al-
ri’ayah (pengurusan)*® atau al-siyasah dari kata sasa-yasusu-siyasatan artinya
‘mengurus’ hal ini sesuai dengan bahasa Indonesia politik adalah urus
mengurus dan berlaku pada semua aspek kehidupan seperti pendidikan,
keluarga, ekonomi, budaya, keagamaan dan lain sebagainya.”> Adapun esensi
pendidikan adalah transmisi kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-
ide, etika dan nilai-nilai spiritual serta estetika) dari generasi kegenerasi
berikutnya dalam setiap masyarakat atau bangsa.*® Proses transmisi ini
diharapkan mampu untuk menjadi nilai hidup dalam mempersiapkan sumber
daya manusia (human resources) generasi berikutnya untuk menghadapi

perubahan era baru.

*8 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Akasara, 2014), 93.

* Lihat Muhammad Baijuri, Majalah al-Wa 'ie, No.134.Tahun XII Oktober 2011/Dzul Qa’dah,
1432 H, 28.

** MD. Riyan, Political Quotient; Memahami Politik Para Nabi (Bandung: Karya Kita, 2008), 21.

* Menurut John Dewey, seperti yang diikuti oleh A. Malik Fadjar mengatakan bahwa pendidikan
merupakan suatu kebutuhan hidup (a necessity of life), sebagai bimbingan (a direction), sebagai
sarana pertumbuhan (a growt), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin
hidup. Pendidikan mengandung misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-
perubahan yang terjadi. A. Malik Fadjar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam (Jakarta: LP3NI.
1998), 54.
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Berbicara politik yang baik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang
baik dan berkeadilan “politics, at its best is noble quest for a good order and
Jjustice”" hal ini relevan ketika kita padukan politik dan pendidikan sangat
berdekatan dan bersinergi seperti pendidikan definisi Islam dalam perspektif
Muhammad SA lbrahim (Bangladesh) mengatakan bahwa pendidikan Islam:

“Islamic education intrue sense of the learnes, iS a system of
education wich enable a man to lead his leafe according to the Islamic
ideology, so that he may easily would his life in accordance with tends of
Islam” (pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu
sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan
kehidupan sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat
membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam).*®

Oleh sebab itu, dalam tataran ini, sejarah pendidikan berikut sistem

politik yang mengitarinya mempunyai sejarah yang usianya sesuai dengan
alur usia masyarakat pelakunya sendiri, sejak dari pendidikan informal dalam
keluarga bahkan sampai kepada pendidikan formal dan non-formal dalam
masyarakat agraris maupun industri. Artinya, butuh waktu yang yang cukup
yang mesti dilalui oleh lika-liku politik pendidikan sebagai bagian dari
sejarah sosial kemanusiaan mempunyai hubungan erat dengan peradaban
manusia itu sendiri dan juga rentang waktu perjalanan manusia di muka bumi.

Proses kemunculan politik sebagai suatu bidang kajian, baik

dikalangan ilmuan pendidikan maupun bidang kajian telah melalui

pergumulan dan perdebatan panjang. Hingga awal tahun 1970 an, kajian

pendidikan politik belum memiliki basis metodologi yang mantap, hal ini

*" peter H. Merkl, Continuity and Change (New York: Harper and Row, 1967), 13.
*8 Hal ini dapat dilihat dalam Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, llmu pendidikan Islam, (Jakarta:
Fajar Interpratama, 2006), 33.
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dipengaruhi oleh karakteristik keterbatasan metodologi dalam studi politik
dan kependidikan yang menjadi induknya.*

Sebagai suatu bidang kajian yang relatif baru dan merupakan
pengembangan dari bidang kajian yang telah mapan (estabilished) yaitu
kajian politik dan kajian pendidikan, kelayakan politik pendidikan (the
politict of educaition) sebagai suatu bidang kajian banyak dipertanyakan, baik
sarjana ilmu politik maupun sarjana pendidikan yang secara Kkritis
mempertanyakan bidang kajian baru ini dari segi metodologi, fokus dan
manfaatnya. Kelambanan pengakuan terhadap politik pendidikan sebagai
kajian disiplin ilmu yang mandiri.*°

Politik dan pendidikan ketika ditelisik lebih kritis ternyata lebih saling
mempengaruhi satu sama lain dan tak dapat dipisahkan “Education and
politics are inextricably linked* Muktar Bukhari dalam Sirozi mengatakan
maka ketika berbicara politik pendidikan dalam konteks Indonesia dia yakin
bahwa “Poor educaation is one source of the country’s crisis” (pendidikan
yang tidak bermutu adalah salah satu penyebab terjadinya krisis di negeri ini)
“Politict is the way to manage the broad enveroment, and not merely a
struggle for power. Therefore it is the duty of school to help students
differentiate between good politict and bad politict” (politik adalah cara
untuk mengelola lingkungan yang luas, bukan hanya sebatas perebutan
kekuasaan. Maka, adalah tugas instutisi pendidikan dan seluruh stake holder-

nya untuk membantu para pelajar dalam membedakan mana politik yang baik

** M. Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 127-128.
50 H
Ibid., 79
> Abernety dan Coombe, Education and Politics, (tt. dalam Harvard education review, 1965), 287
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dan yang tidak baik). Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa “The crisis now
facing the nation (Indonesia) stems from an accumulation of inappropriate or
wrong political decisions generated in the past” (Krisis yang sedang melanda
bangsa (Indonesia) adalah bersumber dari akumulasi berbagai keputusan
politik tidak tepat yang terjadi di masa lalu).>?

Sehingga yang terjadi pendidikan sering dijadikan alat indoktrinasi dan
sangat kental dengan kepentingan politik. Pendidikan yang tidak
diorientasikan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Nasionalisme menjadi
terperangkap dalam makna yang sempit. Praktek pendidikan yang indoktriner
menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar.

1. Praradigma Politik Pendidikan

Paradigma® baru poltiik pendidikan nasional yaitu membentuk
masyarakat demokratis, kompetitif dan inovatif dan berkualitas. Untuk itu
pendidikan ~mengembangkan ke-bhinneka-an menuju  terciptanya
masyarakat yang bersatu dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Program
pendidikan harus dijabarkan dalam berbagai program pengembangan
pendidikan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Redefinisi pendidikan nasional mencakup pengakuan akan

pentingnya pendidikan.

*2 Sirozi, Politik., 29.

53 perbedaan paradigma disetiap jenjang pendidikan baik di Indonesia, jika di Negara kita lebih
terhadap penghakiman (judgment) berupa produk akhir pembelajaran. Namun hal ini berbeda
ketika di University Melbourne Australia yang lebih mengedapankan pengasuhan akademis
(academic nature). Paradigma yang dilakukan dengan didukung ketersediaan fasilitas yang
bersifat mengasuh dan memampukan (nurturing and enabling melieu) dengan tujuan
memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Lihat Masdar Hilmy, Pendidikan Islam
dan Tradisi Ilmiah (Surabaya: Pustaka Idea, 2013), 19.
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a. Pendidikan adalah proses pemberdayaan
b. Pendidikan adalah proses pembudayaan
c. Reaktualisasi pendidikan nasional menuntut penerapan prinsip-prinsip:
Partisipasi  masyarakat; otonomi lembaga pendidikan dan
fungsionalisasi kurikulum nasional yang tepat
d. Sumber daya manusia yang professional
e. Sarana dan sumber daya pendidikan penunjang dibutuhkan hal yang
memadai dan
f. Aktualisasi sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa desentralisasi
bukan malah sebaliknya.>
Mencermati paradigma pendidikan yang berlangsung di Indonesia
yang bersifat dikotomistik maka untuk mengatasi keterpisahan ilmu agama
dan umum salah satunya adalah dengan usaha menyatukan kembali
sebagaimana apa yang dikonsepsikan oleh Islam, bahwa ilmu pada
hakikatnya adalah satu yang bersumber dari konsep tauhed, maka
diperlukan paradigma baru yng menyatukan bukan hanya sekedar wahyu
dan temuan pikiran manusia (holistik-integratif) seperti konversi IAIN ke
UIN yang salah satu misinya mengembangkan keilmuan yang bersifat

integratif-interkonektif.>

Dalam pemahaman penulis paradigma
pendidikan ini tidak hanya bersifat kompetitif belaka, namun harus lebih
terhadap bagaimana arah pendidikan yang dapat mengembangkan out-

came berdaya sinergi.

S*http://dwi-rohmadi./2010/01/paradigma-baru-pendidikan-nasional-har.html. tulisan ini diakses
pada tanggal 23 September 2015. Jam 12.12. WIB
>> Ahmad Arifi, Politik Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2010), 26-27.


http://dwi-rohmadi./2010/01/paradigma-baru-pendidikan-nasional-har.html.%20tulisan%20ini%20diakses%20pada%20%20tanggal%2023%20September%20201
http://dwi-rohmadi./2010/01/paradigma-baru-pendidikan-nasional-har.html.%20tulisan%20ini%20diakses%20pada%20%20tanggal%2023%20September%20201
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2. Pendekatan Politik Pendidikan

Adapun pendekatan dalam ilmu politik yang erat kaitannya dengan
dunia pendidikan. Maka pada bahasan sini hanya akan dibahas tentang tiga
pendekatan saja, Yyakni pendekatan institusionalisme (the old
institutionalism), pendekatan perilaku (behaviorism) serta pendekatan
kelembagaan baru atau the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini
memiliki cara pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan
memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain.

a. Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada
negara sebagai fokus kajian utama.>®Setidaknya, ada pemisahan
institusi  negara, Yyakni negara dapat menentukan kebijakan
publik’’maka ketika disuatu Negara menganut sistem demokratis
maka banyak kebijakan yang cenderung demokratis, jika otokratis
maka seperti itu juga dan begitu selanjutnya. Bahkan walaupun sistem
demokratis hal ini terjadi bahkan bisa terjadi marginalisasi berdasar
pada kekuatan dan kedekatan kelompok dengan kelompok lain dengan
berkedok agama seperti yang terjadi pada rezim orde baru yang selalu
berusaha ingin menyingkirkan kelompok tertentu dari pentas politik

nasional.>®

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, Cet. IV,
2012), 72.

*Ibid., 73.

%M. Sirozi, Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi (Yogyakarta: AK Group, 2004), 24.


http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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b. Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku memiliki fokus utama yang sama yakni
individu atau manusia sehingga Negara bukan titik sentral atau aktor
yang independen, namun sebagai kerangka bagi kegiatan manusia,
seperti bagaimana pola prilaku anggota parlemen lain berkaitan
pemberian suara (voting behavior) terhadap rancangan undang-undang
tertentu adanya (pro atau kontra dan mengapa terjadi begitu), lobbying,
gaya pidato dan bagaiamana interaksinya.

Hal ini dapatdicontohkan pada aspirasi dari warga sangat
begitu vareatif baik aspirasi yang dating dariindividu dan kelompok
akan selalu cenderung beriringan tidak selalu sama dan bahkan banyak
hal sering bertentangan satu sama lain.*°

c. Pendekatan Kelembagaan Baru

Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism
lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain,
bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan
sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang
institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur,
pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang
dapat diperbaikiuntuk perbaikan dan kemakmuran.®® Hal ini butuh

pada design dari suatu aksi dalam meraih hasil dalam konteks tertentu

Budiardjo, Dasar., 74.
% Ramlan Surabakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Duta Prima, 2010), 22-23.
®1Bydiardjo, Dasar., 96.


http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statis&action=edit&redlink=1
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ini penting dikaji terutama bagi Negara-negara yang sedang transisi
kedomokrasi.®?

Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan
behavioris atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik
sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa dan pemerintah
sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk
dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta dengan segala
pilihannya.

Jika kita mau mencermati sejak sistem politik orde baru di
Indonesia runtuh dan mengalami dramatisasi struktural tahun 1998
dimana sekarang ahir rezim orde baru yang telah menguasai negeri ini
selama 3 dekade.®® Maka di era reformasi dan keterbukaan sekarang
ini sudah selayaknya para pendidik dan para politisi bersedia duduk
besama dalam memecahkan setumpuk masalah pendidikan di negeri
ini, para pemerhati pendidikan harus dapat memberikan pencerahan
kepada para politisi dengan menawarkan solusi jitu bagi masalah
pendidikan yang ada.®* Sehigga dapat melahirkan dan dapat bertindak
adil, jujur dalam menyelesaikan masalah bersama bangsa ini dalam
berbagai kebijakan politik pendidikan yang akan berlangsung dalam

kurun waktu terentu.

62 Robert E. Godoodin, (ed). Institotions and their Design (Cambridge: Cambridge Universiy
Press, 1996), 31.

%3Marcus Mietzner, Military Politics, Islam and the State in Indonesia (Singapore: KTLV, 2009),
1.

%Eric B. Grham, National Sevice, Citizenship and Political Eduation (USA: Suny Press, 1992),
baca juga Jack Demane (ed.), Citizenship and Political Education Today (USA: Palgrave
Macmillan, 2004).


http://id.wikipedia.org/wiki/Publik
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Hal ini jika dilakukan untuk menyelami dunia kebijakan politik
terhadap pendidikan adalah merupakan sesuatu yang sangat relevan dan
signifikan dan bagian kemajuan dalam pembangunan bangsa.®® Dengan
begitu pendidikan dan kaum pendidik tidak lagi menjadi objek politisasi
pendidikan yang terkungkung melainkan memiliki ruang gerak yang lebih
leluasa dan masyrakat harus mengawal dan masyarakat pendidik harus
ikut menjadi agen perubahan pendidikan politik di negeri ini.®

Ketika hal ini dapat teraktualisasi jelas akan sangat memberikan
iklim pendidikan politik yang baik untuk dicermati agar relasi politik dan
pendidikan termasuk pendidikan Islam adalah saling ada keterkaitan dan
saling mempengaruhi, bahkan saling membutuhkan satu dengan yang
lainnya.®”Jika meminjam Istilah Masdar Hilmy adalah memupuk iklim

%8 yang patut diperhatikan agar tejadi tahapan yang baik

“rite de passage
yang endingnya dapat memberikan pencerahan pendidikan politik bagi
generasi bangsa.

Dalam hal ini dapat dipahami bersama bahwa pendekatan politik
pendidikan secara spesifik butuh pada pemahaman dan pemanfaatan dari

seorang pemerhati pendidikan yang harus memiliki jiwa visioner-negosiasi

yang mempuni, dalam setiap kebijakan dan menerima ketika dikoreksi

®Christope T. Cross, Political Education; National Policy Comes of Age (USA: Teachers College
Press-Columbia University, 2004).

% Chairul Mahfud, Relasi Politik dan Pendidikan, Radar Surabaya (7 April 2009), 5.

¢ Bruce S. Cooper (ed.), et.All. Hand Book of Education Politics and Policy (New York:
Routledge, 2008), 23.

%8 Term ini berarti tahapan-tahapan dari satu perjalanan politik pada tahapan lainnya yang dijalani,
walau terkadang ada yang perlu di benahi dari masalah yang timbul di sana-sini. Selengkapnya
lihat dalam Masdar Hilmy, Islam Profetik; Subtansi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik
(Yogyakarta: Impulse dan Kanisius, 2008), 27-32.
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oleh rakyatnya.®® Termasuk harus memperjuangkan pendistribusian
pangan yang adil (equality) pada pihak yang kurang mampu.”®

Inilah cita-cita politik Islam yang bersifat etis dan menghargai hak
asasi manusia, bersifat egaliter, humaniter, demokrasi dan menghargai
pluralisme ini dapat terealiasasi karena al-Qur’an dan sunnah telah
memberikan ketentuan pasti dalam mencapai cita-cita tersebut yang
sepenuhnya kepada ijtihad manusia,”* sehingga Islam dan para
pengagumnya tetap shalihun lukulli zamanin wamakanin.

Intinya pendidikan dan politik’* adalah dua elemen penting dalam
sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara
berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah
yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya
bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di
suatu negara.”® Kata politik didalam kamus bahasa Indonesia adalah
pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tatacara
pemerintah, dapat pula diartikan segala urusan tindakan, kebijakan, siasat,

dan sebagainya mengenai pemerintah suatu negara atau negara lain.

% Mukhlishi, Muzaik Studi Islam; Penjelajahan Konsep Multipardigma (Yogyakarta: Nadi
Pustaka, 2013), 80.

7 John Rawl, A Theory of Justice (Chambidge: The Belknap Press of Harvard university Press,
1971), 71.

! Taufiq Nugroho, Islam dan Negara Pancasila (Yogyakarta: Padma, 2003), 116.

"2 pendidikan dan Politik memang merupakan dua elemen penting dalam sistem sosial setiap
negara. Keduanya harus dilihat sebagai hal yang dapat membentuk karakteristik masyarakat secara
saling mempengaruhi dan menunjang. Proses pendidikan berperan penting dalam membentuk
prilaku politik masyarakat, demikian juga proses politik di suatu negara akan membawa dampak
besar bagi karakteristik pendidikan di negara tersebut. Lihat Totoo Suharato, Pendidikan berbasis
Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakrta: LKIs, 2012), 36.

" M. Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 1.
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Politik pendidikan adalah suatu pendekatan atau metode yang
didasarkan kepada kebudayaan nasional untuk memengaruhi pihak-pihak
yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional. Politik pendidikan yang menjadi panduan dalam
perjalanan pendidikan nasional dengan adanya politik pendidikan maka
akan terbentuk konsep yang tepat, kuat dan kokoh. Hal ini nantinya bisa
diharapkan agar outcome pendidikan mampu melahirkan sumber daya
manusia yang memiliki kecerdasan baik secara intelektual, emosional,
maupun kecerdasan sosial dan bahkan kecerdasan politik.

Carut marutnya pendidikan kita tidak terlepas dari campur tangan
pemerintah sebagai pemangku kebijakan.” Politik pendidikan nasional
sejatinya memberi andil, untuk tidak dikatakan menjadi penyebab utama,
karena apa yang terjadi di lapangan adalah manifestasi dari regulasi yang
ada. Setiap undang-undang sistem pendidikan nasional pastilah tidak steril
dari berbagai kepentingan, utamanya kepentingan pragmatis dan
kepentingan ideologis. Kepentingan pragmatis dapat berupa upaya
mempertahankan  kekuasaan atau mengeruk materi, sedangkan
kepentingan ideologis berkaitan dengan upaya menggiring masyarakat

pada ideologi” atau paham tertentu yang dikehendaki penguasa.

™ Pusat kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pemerintah yang bertindak
atas mandat rakyat dan atas nama rakyat. Sikap pemerintah dapat menentukan kebijaksanaan
umum. Tentunya dilakukan oleh institusi yang berwenang. Lihat dalam Kalan damn Achmad
Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Peguruan Tinggi (Yogyakart: Paradigma, 2010),
174.

> Pemaksaan ideologis dalam dunia pendidikan adalah penindasan, karena materi pembelajaran
bukan suatu yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Sementara secara
metodologis, metode pendidikan bersifat menolong. Lihat dalam Ahmad Alifi, Politik Pendidikan
Islam (Yogyakarta: Teras, 2010), 8. Badingkan dengan ideologi yang luhur dan mulia, ternyata
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Berbagai kebijakan sering menjadi masalah, masalah yang terjadi
dapat terbagi menjadi dua bagian pertama masalah pribadi yaitu masalah
yang hanya dialami oleh satu orang dan orang tersebut mampu
menyelesaikan masalah yang muncul dan masalah kelompok, kedua
golongan atau masalah publik yaitu suatu masalah yang menyerap
perhatian khalayak ramai yang mempunyai tujuan yang sama hingga pada
pelaksanaanya. Maka masalah pendidikan yang merupakan bagian dari
masalah publik, ini dapat dikatakan masalah prosuderal dengan regulasi,
yang dapat menyedot perhatian publik. Dengan otomatis politik bermain di
dalamnya, namun tidak semua masalah yang muncul menjadi masalah
namun pada sekelompok golongan atau seseorang menjadi sebuah
keuntungan terhadap masalah yang muncul.

Selama ini pendidikan, jarang digunakan sebagai instrumen politik
dalam menentukan arah dan bentuk masa depan. Pendidikan lebih banyak
menjadi korban politik dan bukan katalis politik dalam mewujudkan visi
dan misi pembangunan. Implikasi nyata dari kesadaran ini, yaitu perlunya
pemberdayaan pendidikan sebagai bagian penting dari proses politik di
Indonesia, khususnya politik karakter bangsa bagi pembangunan negara
yang absolut. Pendidikan adalah instrumen penting dalam membangun
karakter bangsa dan pembangkitan kesadaran atau nasionalisme bangsa.

Sayangnya, kita belum mampu merumuskan dan atau menggunakan

tidak diwujudkan dalam perilaku pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan semangat Undang-
Undang Dasar, yaitu berlangsungnya pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur
kehidupan masyarakat. Negara lalu tampak sebagai kekuasaan pihak yang memerintah, bukannya
sebagai pelaksanaan sistem pemerintahan yang bercirikan kedaulatan hukum. Abdurrahman
Wahid, Gusdur Menjawab Perubahan Zaman (Jakarta: PT.Kompas Media Nusatara, 2010), 122.
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pendidikan sebagai katalis pembangunan, atau pendidikan sebagai
instrumen politik kebangsaan.” Politik pendidikan adalah sektor penting
bagi masa depan Indonesia. Sebab, dengan politik pendidikan ini,
Indonesia bisa menentukan potret hari esok dari saat ini.

Setiap kesuksesan suatu negara dilandasi oleh pendidikan yang
kokoh. Kesuksesan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama
dilandasi oleh suksesnya pendidikan. Pendidikan merupakan soft power,
kekuatan sejati yang tidak kasat mata, tetapi semua orang memerlukan dan
merasakan kekuatannya. Pendidikan memberikan pengaruh politis yang
amat besar dalam kehidupan manusia. Manusia yang terdidik dengan baik
dan sehat ia akan mampu mengkreasi diri untuk mengubah pendidikan
menjadi media berpolitik yang sehat dan sekaligus mampu mendidik
politik lewat pendidikan. Pendidikan politik dan politik pendidikan bisa
berintegrasi, interkoneksi, tetapi juga bisa bermusuhan.

Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin Paulo Freire
menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan
arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik
pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan
suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja
pendidikannyapun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik

pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus.”’

’® Cecep Darmawan. Politik Pendidikan Indonesia, Harian Pikiran Rakyat, (Senin 4 Mei 2009).
" Rum Rosyid. Politik Pendidikan Indonesia (20 September 2010), .4.
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Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat melalui
tiga aspek, yakni: pembentukan sikap kelompok (group attitudes), masalah
pengangguran (unemployment), serta peranan politik kaum cendekia (the
political role of the intelegensia). Hubungan antara politik dan pendidikan
terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan
karakteristik seting sosial politik dimana hubungan itu terjadi. Negara-
negara berkembang, pendidikan formal memiliki peran yang penting dan
nyata dalam mencapai perubahan politik dan dalam proses regenerasi
pemimpin elite politik baru. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan
memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa
fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas, dan praktik
sehari-harinya. Pendidikan merupakan wilayah tanggung jawab
pemerintah yang besar. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol
oleh pemerintah dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah.”®

Problema-problema pendidikan kita semakin kompleks dan
semakin sarat dengan tantangan. Kebijakan dan program-program
pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, nampak tidak memberi
jawaban solutif terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang
berkembang. Kebijakan dan perubahan-perubahan pendidikan, kurang
memiliki “prioritas” yang ingin dicapai. Adapun kasus-kasus yang muncul

terhadap pendidikan sangat beragam namun yang akan di ungkapkan

8 M. Sirozi, Politik, 1.
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hanya beberapa saja yang menjadi perwakilan dari kasus-kasus yang ada

yaitu : "°

1. Kaum Miskin Bersekolah, sudah menjadi rahasia umum bahwa
pendidikan yang mahal dan favorit hanya untuk anak-anak kalangan
elit saja yang mampu bersaing dalam merebut Kkursi. Ironisnya
mayoritas penduduk Indonesia miskin dengan demikian tidak ada
tempat bagi kaum miskin. Ini disebabkan karena pendidikan yang
sangat mahal hingga pada setiap akhir tahun ajaran baru orang tua
berduyun-duyun menuju pegadaian untuk memenuhi biaya sekolah
anaknya yang bermutu. Jika pada kaum miskin sangat menyedihkan
pendidikan hanya sekedar didapat agar bisa membaca, menulis dan
berhitung sedangkan bagi mereka yang mempunyai modal dan
kekuasan akan memperoleh pendidikan yang bermutu. Disini
menimbulkan pertanyaan apakah sekolah bermutu hanya di peruntukan
bagi golongan yang mempunyai finansial yang tinggi. Padahal
kemajuan suatu negara harus ditopang oleh ilmuan yang elitis, namun
inklusif, yaitu kelompok kecil yang memilki kemampuan lebih tidak
arogan, peduli pada nasib orang lain dan egaliter.®

2. lroni Pendidikan Sebagai Ladang Bisnis. Orientasi sistem pendidikan

nasional tidak jelas, selain terlalu menegara, juga ada tujuan dan fungsi

¥ Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa (Yokyakarta: Likis, 2005), 110-136. Bandingkan
dengan contoh dari berbagai buku yang mampu memotret kegelisahan publik dalam melihat
realitas pendidikan yang semraut, mahal tak terjangkau dan menjadi alat kapitalisme global. Lebih
lengkapnya lihat. Moh. Rogib, llmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif di
Sekolah, Keluarga dan Masyarakat (Yogyakarta: LKiS, 2009), 174.

8 A, Busyro Karim, Indonesia Globalisasi dan Otonomi Daerah; Beberapa Pemikiran untuk
Sumenep, (Yogyakarta: Pilar Politika, 2005), 137.
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yang dikaburkan, ketidak jelasan ini membuat orientasi sekolah hanya
untuk proyek investasi. Inilah yang membuat sekolah menjadi alat
untuk mencari posisi dan kedudukan belaka, demi ini proses untuk
membawa siswa pada kesadaran akan kedewasaan tidak lagi menjadi
orientasi mendasar yang penting adalah yang terlihat di permukaan.
Fenomena ini membuat sekolah menjadi mahal karena dunia
pendidikan sudah menjadi ladang bisnis, bisnis pendidikan sangat
menjanjikan bagi bangsa yang gila gelar.! Karena itu jangan heran
jika kualitas pendidikan hanya dijadikan topeng semata, kualitas
pendidikan hanya dikompromikan dengan selera pasar, ironinya
sekolah bukan tempat menjadikan anak yang berintelektual melainkan
sebagai alat untuk memperoleh status sosial.

Orang tua akan bangga jika anaknya diterima di sekolah yang
favorit dan mahal meskipun bagi sang anak menjadi beban, yang
penting gengsi orang tua akan naik tanpa memperhatikan kemampuan
anaknya. Pendidikan hanya berusaha bagaimana membekali siswa
dengan rumusan-rumusan teori saja siswa bukan diajak untuk

berproses menjadi manusia.®?? Jika pendidikan lantas terjerumus

81 Banyak praktek percukongan dalam dunia pendidikan seperti kemudahan penulisan skripsi dan
mendapatkan nilai baik dengan menggunakan pelicin demi mendapatkan ijazah sebagai legalisasi
mendapatkan kedudukan. Lihat dalam Silfia Hanani, Sosiologi Pendidikan Ke-Indonesia-an
(Yogykarta: ar-Ruzz Media, 2013), 185. Hal yang semakin membuat ironi peneliti adalah banyak
dan merebaknya kampus abal-abal yang banyak di bekukan dan juga banyak kampus bermasalah
sehingga dinonaktifkan oleh Menristek-Dikti akhir-akhir ini.

8 Hal ini penting karena proses pendidikan dapat dipandang oleh para murid sebagai sistem
persahabatan dan hubungan sosial. Bedanya denngan orang dewasa adalah struktur sosial lebih
bersifat tak formal. Hal ini penting untuk latar belakang sosial baik pengusaha, pedagang, politisi
ataupun kelas menengah ke bawah. Semua ini penting untuk mengetahui proses pluralitas
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kedalam dunia bisnis maka akan berlaku siapa yang mempunyai uang
dia bisa membeli pendidikan. Akibatnya anak miskin tidak
terperhatikan, anak miskin tidak pernah dipertimbangkan untuk
mendapatkan sekolah bermutu, bahkan tidak mendapat pendidikan dan
sepertinya anak miskin sudah distigmatisasikan sebagai orang yang di
buang dari sturuktur masyarakat. Maka perlu di pertanyakan adakah
sekolah yang bermutu dan berkualitas unggul untuk kaum miskin.

3. Komersialisasi dan keprihatinan kritikus pendidikan. Pendidikan
sebagai barang dagangan sudah menjadi keprihatinan pemikir-pemikir
terdahulu seperti Ivan lllich dan Paul Goodman,®*Paulo Freire, Margareth
Mead, Nicholas Abercromble, Immanuel Wallerstein, Louis Althusser,
Pierre  Bourdieu,® mereka telah mengingatkan bahwa lembaga
pendidikan bukanlah media untuk memberikan distribusi yang adil
terhadap penyaluran pengetahuan informasi bagi semua pihak
pendidikan bukan hanya untuk dimonopoli oleh yang bermodal.

Sistem pendidikan modern telah berhasil menindas kaum

miskin®agar mereka tak mampu hidup mandiri, ini berdasarkan

keberadaan murid. Lihat dalam Muhammad Rifa’i, Sosiologi Pendidikan (Yogyakrta: Ar-Ruzz
Media, 2011), 132.

8 van lllich dan Paul Goodman dikenal sebagai penggagas anarkisme pendidikan melalui kajian-
kajian, serta buku yang mereka tulis pada awal 1960-an. Mereka mencoba mengadaptasikan
anarkisme sebagai filsafat politik yang anti-struktural pemerintah, ke dalam dunia pendidikan.
Perkawinan silang ini melahirkan paradigma pendidikan yang menginginkan ketiadaan campur
tangan pemerintah dalam bidang pendidikan melalui deinstitusionalisasi.

%Nama tokoh ini adalah kritis dalam berbagai problem pendidikan yang menyeru bagaimana
pendidikan harus rasakan oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena,
orang miskin jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekolah untuk makan saja mereka tidak
mempunyai uang.

8 pandangan Freire penindasan tidak manusiawi, apapun alasannya dan merupakan sesuatu yang
menafikan harkat kemanusiaan. Bagi kaum tertindas menjadi tidak manusiawi, karena hak-hak
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ungkapan Romo Wahono menurutnya sistem pendidikan dilndonesia
berpola model pendidikan anjing, model ini bersifat hafalan, kepada
tuhan, sistem komando, subordinasi dan sistem militerisik, siswa
bukan di jadikan subjek yang mandiri melainkan sebagai objek
kepatuhan guru.®® Seharusnya pendidikan mampu memerdekakan
seseorang dari ketergantungan modal dan subordinasi kekuasaan,
dinegara kita pendidikan lepas dari realitas kehidupan hingga lulusan
sekolah tidak mampu berinovasi dan berkreasi karena pendidikan
hanya sekedar memperoleh ijazah dan gelar bukan proses
pemerdekaan yang membawa pada pencerahan.

4. Pendidikan gratis hanya sebagai Komoditas politik, melihat keadaan
bangsa Indonesia sangat menyedihkan kenapa tidak, pendidikan
merupakan sarana yang sangat bermutu bagi elite politik untuk
menyukseskan tujuan politiknya, lihat saja pada setiap pemilihan
presiden, legislatif, gubernur, hingga walikota sekalipun semua
meneriakkan janji politik dengan pendidikan gratis, sudah menjadi

tradisi penguasa dalam berjanji dan tidak maksimal dalam menepati,

asasi mereka dinistakan, mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam “kebudayaan bisu”
(submerget in the culture of silence). Dalam budaya bisu mereka dilarang untuk mengambil bagian
secara kraetif dalam transformasi sosial dan oleh karenanya pada titik yang ekstrim mereka
dilarang untuk hidup. Mereka teralieniasi dari kekuasaan yang bertanggung jawab atas diamnya
mereka. Lebih lengkapnya lihat Made Pramono, Epistimologi Kiri, dalam tulisan menyelami spirit
epistimologi Paulo Freire (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2006), 131. Lebih lanjut Foucault
mengatakan ketidaksetujuannya terhadap pencerahan dari pendidikan yang lebih berwatak borjuis.
Muslim Abdurrahman, Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 2003), 27.

8 Semestimya pendidikan harus menjawab tantangan dan problematika hidup manusia yang
kemudian dapat mengembangkan pandangan hidup (way of life) yang tercermin dalam sikap hidup
dan keterampilan (life skill). Lihat pendapat Sholehuddin, Aliran dan Paradigma Pendidikan Islam
Indonesia dan implikasinya dalam pengembangan Kurikulum diklat. Jurnal Inovasi Diklat
Keagamaan, Vol. 8 No. 1, (Maret, 2014), 9.
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tidak terkecuali, berbeda halnya dengan negara diluar Indonesia
masyarakat melakukan pengawasan terhadap semua janji politik jika
dalam durasi waktu tiga bulan tidak terealisasi, maka masyarakat
menuntutnya. Rakyat Indonesia seolah-olah melupakan janji para elit
politik maka kita harus mengingat bahwa rakyat kita bukan pelupa
dengan janji palsu merangkai menggunakan kemanisan lidah. Lebih
memilukan dimana perhatian pemerintah kepada rakyat miskin.®’
Upaya maksimalisasi pemerintah dalam pendidikan, maka segala
yang menjadi bagian yang harus tidak terpisahkan dari proses
pelaksanaan atau peyelenggaraan pendidikan butuh pada prinsip dalam
sebuah kerangka pemikiran pendidikan yang komperhensip dan
komparatif dengan mengambil aspek terpenting demi kemajuan bangsa
yang berpendidikan, berperadaban dan keadaban. Kerangka prinsip
pemikiran pendidikan ini tentunya tidak lepas dari tiga prinsip dasar

berfikir yakni aspek ontologis,®® epistimologis®® dan aksiologis.*°

%Secara historis, salah satu motivasi untuk melawan penjajahan hal ini dilakukan sejak abad 20
masayarakat mengalami berubahan dalam berbagai bentuk termasuk didalamnya pendidikan yang
bersifat Nasional masuk dalam program perjuangannya. Dimana sekolah yang mula-mula muncul
ada dua corak yakni: Pertama,sesuai dengan haluan politik.Golongan yang termasuk pada
golongan pertama adalah: (1) Taman Siswa (didirikan di Yogyakarta), (2) sekolah Serikat Rakyat
di Semarang yang berhaluan komunis, (3) Kesantrian Institut didirikan di Bandung oleh Douwes
Dakker Sesuai dengan tuntutan Islam. Kedua, Golongan kedua adalah (1) sekolah-sekolah sarekat
Islam (2) sekolah-sekolah Muhammadiyah, (3) Sumatra Thawalib di Padang Panjang, (4) sekolah-
sekolah Nahdlatul ulama’ dan (5) sekolah-sekolah persatuan Umat Islam Indonesia (PUI) dan
sebagainya. | Djumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan (Bandung: CV. limu, tth), 147-149.
88Berasal dari bahasa Yunani, "ontos: yang berarti "ada" dan "logos" yang berari teori. Menurut
Aristoteles yang dikutip Dagobert, ontologi adalah mempelajari esensi ilmu. Lihat Dagobert D.
Roones, Dictionary of Philosophy (Totowa, New Jersey: Little Field Adams & Co., 1971), 219.
Atau lihat juga A. Susanto,Pemkiran Pendidikan (Jakarta: Pustaka Amzah, 2009), 3. Ontologi,
adalah merupakan prinsip yang membicarakan tentang apa yang ada. Inti prinsip ini berbicara
tentang “ada’atau “keadaan”.
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Kontruksi filosofis di atas harus bisa menjawab berbagai masalah
pendidikan dan buah pikiran serta pandangan-pandangan tokoh
pendidikan dalam mendidik dan memberdayakan umat Islam agar
maju tidak tertinggal oleh bangsa lain dibawah payung Islam yang ber-
kebhinneka-an, ke-Indonesia-an dan dalam wadah ke-NKRI-an.*!

Selain hal di atas cita-cita pendidikan adalah mewujudkan
manusia menjadi beradab dan berbudi pekerti luhur, manusia yang
berperasaan dan menghargai hakikat manusia lainnya sebagai sesama
yang harus dicintai, pendidikan memperlakukan manusia sebagai
manusia tidak peduli berasal dari keluarga kaya atau keluarga miskin,
sebab pendidikan merupakan wilayah netral yang bisa dimasuki oleh
siapa saja tanpa memandang identitas, pendidikan bersifat objektif,
rendahnya kualitas pendidikan secara otomatis berdampak pada
rendahnya kualitas sumber daya manusia.*

Hal ini penting untuk memberikan pendidikan yang berguna
adalah pendidikan yang menyadarkan sikap kritis terhadap dunia dan
kemudian mengarahkan perubahannya. Dalam menghadapi dunia,

pendidikan diarahkan tidak hanya pada kemampuan retorika yang

®Berasal dari bahasa Yunani “episteme” yang berarti pengetahuan dan “logos” yang berarti teori,
jadi epistimologi bebibicara bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Uya Sadullah,
Pengantar filsafat Pendidikan (Bandung:Alfabeta, 2010), 29.

%Berasal dari bahasa Yunani “aksios” dan “logos” yang berarti teori. Intinya aksiologi
membicarakan nilai kebenaran hakiki yang menjadi tujuan hidup manusia. Ibid.,36.

% Mukhlishi, Two in One Modernis Nusantara; Perkawinan Pemikiran Islam antara KH. Hasyim
Asy’ari dan KH. Ahmad Dahlan (Gapura: Yafat, 2014), 5.

% Semua para ahli pendidikan menyepakati bahwa pendidikan adalah penyediaan sumberdaya
yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kualitas
mereka, semakin rendah tingkat pendidikan semakin sulit menumbuhkan kemampuan dan daya
saing sesorang. Lihat Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan (Yogykarta: Gajah Mada University
Press, 2010), 272.
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bersifat verbal, akan tetapi juga mengarah kepada pendidikan kelakuan
yang bertumpu pada kemampuan professional.

Untuk memiliki kemampuan itu tentunya harus dirangsang
sikap kritis terhadap kenyataan-kenyataan di sekelilingnya dan
berbekal dengan sikap kritis itu melalui debat dan diskusi dan
ditemukan berbagai yang dialaminya sendiri dan masyarakat. Dari self
empowerment ke social empowerment.”

Political science adalah ilmu sosial yang berkenaan dengan
deskripsi  kekuasaan dan analisis politik. Khususnya institusi
pemerintahan yang memproses dan membuat penggunaan fakta dan
metode dari ilmu sosial. Politik kekuasaan secara sederhana ialah
bagamaina cara dan menentukan siapa memperoleh apa, dimana dan
kapan.

Politik sebagai jenis khusus wusaha seseorang dalam
memperjuangkan kekuasaan politik.”* Dalam teori sistem sosial, politik
dan pendidikan berada dalam satu sistem yang saling berhubungan
dekat. Apalagi dari kiprahnya, para pendidik selalu memelihara politik
karena proses pendidikan yang memberikan sumber nilai dan
memberikan kontribusi terhadap politik. Pendidikan memberikan

kontribusi yang sangat signifikan terhadap politik terutama stabilisasi

% Nur Syam, Transisi Pembaharuan, Dialektika Islam, Politik dan Pendidikan (Sidoarjo:
LEPKISS Graha Tirta Bougenville, 2008), 194.

% Catanese, Antony James, The Politics of Planning and Developmen (London: Sage Publications
Beverly Hill, 1984), 57.
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dan transformasi sistem politik.”> Karena ketika bicar poltik tidak dari
suatu pemerintahan dan pasti dalam pemeintahan pasti ada kebijakan.

Secara teoritik, proses pemecahan atas masalah pendidikan
melalui kebijakan dapat dilaksanakan secara sistematik pragmatik,
namun secara empiris sering kali berjalan kurang efektif. Efektivitas
kebijakan pendidikan selama ini berlangsung tanpa evaluasi dan
monitoring yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya
mengendalikan perilaku birokrasi yang diinginkan bangsa Indonesia,
kurang dapat berjalan, yang disebabkan oleh tidak adanya unsur
masyarakat saat kebijakan hendak diakomodasikan menjadi sebuah
program. Padahal sebenarnya kesempatan masyarakat untuk terlibat
dan memberikan masukan terhadap suatu kebijakan harus dibuka
peluangnya.®®

Anggaran pendidikan 20%, merupakan produk politik. Namun,
keberlakuan UU®" ini sangat dipengaruhi political will dari elite politik
sendiri. Pejabat publik yang memiliki kepentingan politik sektoral
yang lebih besar, akan bersikap berbeda dengan pejabat publik yang
memiliki kepedulian terhadap kualitas SDM Indonesia masa kini dan
masa depan. Keberlanjutan dan kelancaran program pembangunan di

Indonesia saat ini, sangat dipengaruhi kepentingan-kepentingan politik.

% Thomson, John Thomas, Policy Making in American Education (New Jersey: Englewood
Cliffs, 1976), 1.

% Arif Rahman dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralicion Era (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 5.

% Amanat Undang-Undang tersebut sangat terkait dengan kewajiban negara (pemerintah) terhadap
warga negara untuk menjamin warga negara memperoleh pendidikan yang layak (bermutu).
Ahmad Arifi, Politik Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2010), 54.
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Bahkan, bukan hanya dalam aspek anggaran mulai dari kurikulum,
proses, pembenahan sarana pendidikan dan evaluasi pembelajaran
penentuan kelulusan, di dalamnya semua yang bermain politik.

Dengan demikian, maka makin jelaslah bahwa pendidikan bisa
dipengaruhi oleh dinamika politik dan atau sebaliknya dinamika politik
dipengaruhi oleh masalah pendidikan. Kekuatan politik, ekonomi,
sosial, budaya menjadi landasan kelas penguasa dalam menentukan
arah tujuan pendidikan. Perlu adanya dorongan atau pengawalan yang
dilakukan kaum sipil terhadap kebijakan penguasa, agar tujuan
pendidikan tetap pada hakikatnya, yakni memanusiakan manusia tanpa
mengekang hak-hak nya sebagai individu seutuhnya.

Banyak para pakar mencemaskan pendidikan nasional dewasa
ini, merupakan subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis. Hal
ini berarti pendidikan telah dimasukkan ke dalam kancah perebutan
kekuasaan oleh partai-partai politik. Pendidikan bukan lagi bertujuan
untuk membangun manusia seutuhnya, melainkan untuk membangun
kekuatan partai polotik tertentu untuk kepentingan golongan ataupun
kelompoknya sendiri. Dalam pandangan ini politik ditentukan oleh dua
paradigma, Vaitu paradigm teknologi dan paradigma ekonomi.
Paradigma teknologi mengedepankan pembangunan fisik yang
menjamin kenyamanan hidup manusia. Sedangkan paradigma ekonomi
menekankan kepada pencapaian kehidupan modern dalam arti

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material yang duniawi, tetapi
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mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang bukan materialis
duniawi.*®

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka karena banyaknya
kepentingan pribadi politik yang diprioritaskan menyebabkan
pendidikan di Indonesia makin merosot karena kepentingan golongan
diabaikan kebijakan yang dibuat hanya sebagai pelengkap dari sebuah
sistem pemerintahan tanpa bertindak tegas terhadap mafia pelaksana
sistem di tingkat elite politik, disamping itu seluruh aktor perumus
kebijakan yang secara tidak langsung menjadi bagian dari pemeran
politik juga mempunyai andil atas implemenasi pendidikan yang ada

saat ini sakit.

F. Konsepsi Kebijakan Pendidikan Islam

Sebelum lebih jauh membahas kebijakan pendidikan, terlebih dahulu
peneliti menjelaskan kebijakan publik. Secara etimologi kebijakan merupakan
terjemahan dari kata policy dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa latin politia
yang berarti Negara, polis disebut dalam bahasa bahasa Yunani yang berarti
kota dan kata pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota serta police dalam bahasa
inggris  berarti adminisrasi pemerintah. Berdasarkan asal kata ini
menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang ini dikenal dengan politic,
policy, polici. Politic berarti seni dan ilmu pemerintah the art and science of

government, sedangkan policy berarti hal-hal mengenai kebijakan pemerintah,

%gyafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju
Organisasi Sekolah Efektif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 9.
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Sedangkan police berarti hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan adapun
kebijakan pendidikan terjemahan dari educational policy.*® Menurut Charles
O.Jones, istilah kebijakan polity trem digunakan untuk menggantikan kegiatan
atau keputusan. lIstilah kebijakan atau polity digunakan untuk menunjuk
prilaku seorang aktor yaitu seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu
lembaga pemerintahan).’®® Maka sebuah kebijakan merupakan putusan
seorang pemimpin atau yang mempunyai wewenang dalam sebuah lembaga
atau institusi tertentu.

Definisi yang tidak jauh berbeda menurut Dunn menjelaskan bahwa
secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani,
sansakerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan sansakerta polis
(negara kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam bahasa latin menjadi
politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris policy, yang berarti
menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.'%*

Secara terminologi kebijakan publik menurut Robert Eyestone ialah
hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkunganya. Berbicara tentang
pemerintah tentu tidak lepas dari struktur kekuasaan dapat dipergunakan untuk
kepentingan umum atau kepentingan pribadi maupun kelompok. Kekuasaan
dapat melihat pada orang yang baik dan orang yang jahat. Menusia

berkepentingan untuk menguasai kekayaan agar tidak jatuh di tangan orang-

% Ali Muhdi, Karakter Kebijakan Pendidikan Nasional & Implikasinya Bagi Pendidikan Agama
Islam di Indonesia, Studi Komparasi Era Orde Baru dan Reformasi (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2007), 22.

1% winarno, Teori Kebijaksanaan., 16.

101 N, William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa dkk
(Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000), 51-52.
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orang yang tidak bertanggung jawab. Kekuasaan sebagai alat untuk
menjadikan sistem dan struktur sosial yang lebih baik. Seorang rektor dengan
kekuasaannya dapat menggerakkan seluruh civitas akademika untuk shalat
berjamaah, puasa senin kamis dan sebagainya. Ketua RT yang dapat
menggerakkan warganya untuk Kkerja bakti, iuran korban banjir, dan
sebagainya.’”> Maka, ketika berbicara tentang kebijakan publik adalah
kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa
masyarakat untuk mematuhinya.

Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen
puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-
hal strategis untuk mengarahkan para manager dan personel dalam
menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan
masyarakat.'%®

Pijakan yang menjadi landasan argumentasi yang merujuk pada dalil
dalam sebuah kebijakan yakni harus memilki sifat amanah dan adil dalam

melaksanakan kebijakan. Sesuai dengan firman Allah SWT. Yang termaktub

dalam al-Qur’an.
(Ul 150K OF i gy xS 130y Lelal 1) bl Y1 1055 OF (Sl b1 )
4 o Slany Low Al o)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kau menetapkannya dengan adil.

192 Moh. Padil dan Tryo Supriyatno, Sosiologi Pendidikan (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 195-
195.
103 syafaruddin, Evektivitas, 77.
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Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya “(al-
Nisa’: 58).1%

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini dan keterangan di atas, dapat ditarik

beberapa hukum sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat dan menjaganya hukumnya wajib.

Kewajiban melaksanakan amanat dijelaskan juga dalam bebagai
sumber ajaran Islam termasuk juga oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam

sabdanya:

" Ay L Yy dably Lok v

Artinya: “Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki amanah, dan tak
ada agama bagi orang yang tidak memiliki janji setia “. (HR. Ahmad
dan Ibnu Hibban dari Anas. RA).1%®

Pemegang amanah sifatnya terkait dengan kepemimpinan publik
tidak boleh diminta kecuali bagi mereka yang telah melakukan introspeksi
diri terhadap kemampuan, keikhlasan dan kesediaan serta istiqgamah untuk
memberikan hal yang terbaik untuk masyarakatnya. Sebab turunnya ayat
di atas dan dialog yang terjadi antara Abu Dzar al-Ghifari dengan
Rasulullah bawha ini cukup sebagai penguat dan penegas dari hal ini.
Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa ia berkata kepada Rasulullah: “Wahai
Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan jabatan kepadaku?”

Rasulullah saw. Menjawab:

104

QS. 3:58.
105 Mushthafa Abd al-Wahid, Syakhshiyatu al-Muslimin fi al-Qur’an wa al-Sunnah (Jeddah: Dar
al-Bayan, 1984), 110.
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Artinya: “Wahai Abu Dzar, Anda ini lemah, dan jabatan itu manah, dan ia
merupakan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat, kecuali orang yang
mengambilnya sesuai dengan haknya dan melaksanakan yang menjadi
kewajibannya“(HR. Muslim).*®

2. Berbuat adil hikumnya wajib, sebaliknya berbuat dzalim hukumnya

haram.

Seluruh ajaran agama samawi mewajibkan pemeluknya untuk berlaku
adil, khususnya bagi para pemangku kekuasaan dan para hakim. Di dalam al-
Qur’an terdapat beberapa ayat selain ayat di atas yang mewajibkan berbuat
adil, seperti: Surat al-Nahl: 90, al-An’am: 152, al-Maidah: 8 dan Surat Shad:

26.

Jika mengkaji kebijakan publik para ahli dalam mengungkapkan konsep
kebijakan muncul berbagai variasi, namun pada dasarnya mempunyai
pandangan yang sama seperti menurut Anderson yang dikutip oleh Budi
Winarno bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud
yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu
masalah atau suatu persoalan. Menurut Amir Santoso dalam pandangannya
bahwa kebijakan publik terdiri dari dua ranah yaitu ranah pertama dengan
menyamakan kebijakan publik dengan tindakan — tindakan pemerintah dan

pada ranah kedua bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan

196 1hid., 111.
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pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan
menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.**’

Bagi Mintzberg, kebijakan merujuk pada: (a) rencana cara bertindak yang
sengaja ditetapkan; (b) permainan-maneuver yang dimaksudkan untuk
menyesatkan orang lain; (c) pola kumpulan tindakan yang konsisten, apakah
bertujuan atau tidak; (d) posisi lokasi atau wadah yang menunjuk bidang
tindakan; dan (e) perspektif cara memandang dunia.*®®

Kebijakan tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan. Pelaksanaan
kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahwa jauh lebih penting dari
sekedar pembuatan kebijakan. Menurut Daft, implementasi kebijakan
merupakan langkah dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan
penggunaan kemampuan menerjemahkan alternatif yang dipilih ke dalam
tindakan.'%

Sedangkan pendidikan adalah agenda manusia yang berlangsung
selamanya, karena ia mendorong setiap laki-laki dan perempuan untuk
menjadi individu yang berpengetahuan dan anggota masyarakat di masa
depan. Lebih lanjut dewasa ini adalah kebutuhan akan kompetensi dan sumber

daya manusia dalam meningkatkan pentingnya pendidikan.''°

97 Bydi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta : MedPress, 2008), 18- 19

108 Riichard W. Scootand Gerald F. Davis, Organizations and Organizing (New Jersey: Pearson
Education, 2007), 319.

109 RichardL. Daft, Manajement (USA: South-Western, 2003), 285.

119 Riant Nugroho, Kebijakan Sosial Negara Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 112.



91

Sejarah membuktikan pendidikan*** mampu membebaskan suatu bangsa
dari penjajahan. Melalui pendidikan yang intensif, masyarakat diharapkan
dapat keluar dari jebakan ekonomi dan politik pendidikan juga memberi porsi
bagaimana menjadi warga negara, memenuhi kewajibannya, menggunakan
hak-haknya, kebebasannya, pendapatnya dan cara-cara penyalurannya.'*?

Berbicara mengenai kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan
keadaan politik. Keterkaitan pendidikan dan politik yang ada pada suatu
negara hampir sulit untuk dipisahkan, karena pendidikan mempunyai peran
yang besar terhadap negara melalui lembaga pendidikan untuk mendidik
warga negara agar dapat berguna dan berhasil bagi negara tersebut.'*Realita
pendidikan di Indonesia dapat dikatakan berjalan tertatih-tatih (tidak sesuai
dengan harapan) sejak awal kemerdekaan, mulai dari orde lama (1945-1965),
pada masa orde baru (1965-1998) dan pada masa orde reformasi (1998-
sekarang) pendidikan nasional belum memberi hasil yang optimal bagi
generasi bangsa Indonesia.

Kegagalan-kegagalan pendidikan di Indonesia pada dasarnya berakar
pada persoalan ketiadaan kerangka pembangunan pendidikan nasional jangka

panjang yang aspiratif, demokratis dan partisipatif serta tidak adanya

Adapun ilmu  pendidikan adalah merupakan seperangkat informasi atau teori yang
mengemukakan suatu konsep mengenai pendidikan yang terorganisir dalam sebuah struktur dan
terdiri dari berbagai prinsip, sehingga membentuk suatu desain pendidikan dan dapat dalam bentuk
praktis. Lihat dalam A. Fattah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN Maliki
Press, 2008), 3.

12 Mujamil Qamar, Kesadaran Pendidikan: sebuah penentu keberhasilan pendidikan
(‘Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 20.

113 Tabrani dan Samsul Arifin, Islam Pluralitas Budaya dan Politik (Yogyakarta: SI Press, 1994),
123.
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konsistensi dan kesinambungan dalam melaksanakan rencana yang sudah ada
yang tidak tergantung dengan masa jabatan menteri.'**

Hal ini dapat dilihat adanya pergantian pemerintahan. Dengan adanya
kebiasaan pergantian pemerintahan, maka berganti pula kabinet yang
menduduki jabatan pemerintahan dan secara otomatis kabinet tersebut juga
memunculkan kebijakan-kebijakan yang baru pula termasuk kebijakan
pendidikan pada bidang kurikulum.'*®> Sebagai contoh sebelum Indonesia
merdeka setidaknya telah terjadi dua kali perubahan kurikulum, yang pertama
ketika dijajah Belanda kurikulum disesuaikan dengan kepentingan politiknya.
Kedua ketika dijajah Jepang kurikulum disesuaikan dengan kepentingan
politiknya yang bersemangatkan kemiliteran dan kebangunan Asia Timur
Raya. Kemudian setelah Indonesia merdeka pra orde baru terjadi pula dua kali
perubahan kurikulum, yang pertama dilakukan dengan dikeluarkannya
rencana pelajaran tahun 1947 yang menggantikan seluruh sistem pendidikan
kolonial, kemudian pada tahun 1952 kurikulum ini mengalami
penyempurnaan dan diberi nama rencana Pelajaran terurai 1952. Perubahan
kedua terjadi dengan dikeluarkannya rencana pendidikan tahun 1964,
perubahan tersebut terjadi karena merasa perlunya peningkatan dan
pengajaran segala ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu-

ilmu alam dan matematika.

14 Malik Fajar, Platfrom Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
(Ciputat: Logos Wacana llmu, 2001), 22.

115 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research (Yogyakarta: Rake
Sarasin, 2003), 1.
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Saat orde baru terlahirpun kurikulum mengalami beberapa Kkali
perubahan. Perubahan pertama terjadi dengan dikeluarkannya kurikulum 1968
yang didasari oleh adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan secara
radikal pemerintahan orde lama dalam segala aspek kehidupan termasuk
pendidikan. Perubahan kedua terjadi dengan diterbitkannya kurikulum tahun
1975 (disempurnakan dengan kurikulum 1976 dan 1977). Perubahan ketiga
terjadi dengan diberlakukannya kurikulum tahun 1984. Perubahan keempat
terjadi ketika di negara kita diberlakukan Undang-undang Sistem pendidikan
Nasional (UUSPN) pada tahun 1989 beserta seperangkat peraturan pemerintah
yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan UUSPN tersebut, menyebabkan
perlunya pembuatan atau penyusunan kurikulum yang sesuai dengan rumusan
pasal-pasal yang tercantum dalam UUSPN dan peraturan pemerintahnya.
Maka pada Tahun 1994 di negara kita diberlakukan kurikulum baru sesuai
dengan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993
tanggal 25 Februari 1993.'%°

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi
perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan
revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Pendidikan di
era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU
No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang
didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen

Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber

1eraihansyaddad.wordpress.com/2010/14/analisis-kebijakan-pendidikan-islam-bidang-kurikulum,
diakses (17 Agustus 2015).
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daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis
Kompetensi” atau yang kerap disebut kurikulum KBK.™" Memasuki tahun
2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989.

Pada masa reformasi, ini Pengembangan kurikulum secara umum, bisa
dilihat dan dimaknai dalam dua perspektif yang berbeda.’*® Pertama,
perubahan kurikulum dimaknai sebagai jawaban dari perubahan sosial.
Perubahan yang terjadi di masyarakat, meliputi aspek ekonomi, budaya, ilmu,
dan filsafat, kemudian disikapi dengan perubahan kurikulum. Perubahan
kurikulum dalam perspektif ini dimaknai sebagai sebuah keniscayaan akan
perkembangan dunia. Masing-masing kurikulum memiliki warna dan ciri khas
tersendiri. Warna dan ciri khas tiap kurikulum menunjukkan kurikulum yang
berusaha menghadirkan sosok peserta didik paling pas dengan
zamannya.'**Ke-dua, perubahan kurikulum dilihat sebagai bagian dari hasrat
elit pendidikan di Indonesia. Elite pendidikan dimaksud adalah menteri
pendidikan dan jajaran birokrasi di bawahnya. Pada konteks ini, perubahan
kurikulum mungkin dinilai bukan sebagai kebutuhan yang mendesak atau

bahkan tidak perlu untuk dilaksanakan, namun rezim yang baru, ingin

Y7 Arief Furchan, et. all., Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi
Agama Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 25. Lihat juga E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis
Kompetensi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 2.

18 Jika menilik sejarah pembentukan kurikulum sejak tahun 1945 sampai sekarang, kurikulum
pendidikan Indonesia telah berganti sebanyak sepuluh kali. Kalau dirata-rata, pergantian
kurikulum terjadi setiap kurang dari 7 tahun (6,8). Di zaman Orde Lama terdapat tiga kurikulum;
tahun 1947, tahun 1952, dan tahun 1964. Di zaman Orde Baru lahir empat kurikulum; tahun 1968,
tahun 1975, tahun 1984, dan tahun 1994. Pada masa reformasi lahir dua kurikulum; KBK tahun
2004 dan KTSP tahun 20086, serta kurikulum 2013.

9 william F. O’neil, Eductional Ideologies: Contemporary Expressions of Educational
Philosophies (California: Goodyear Publishing, 1981), 12.
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membentuk features yang baru, yang bisa menggambarkan otoritasnya dalam
bidang pendidikan. Hal inilah yang kemudian memunculkan ungkapan klise
dari masyarakat pendidikan, “ganti menteri, ganti kurikulum”.**°

Perubahan dan perbaikan kurikulum itu wajar terjadi dan memang
harus terjadi, karena kurikulum yang disajikan harus senantiasa sesuai dengan
segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Subandijah, Apabila kurikulum itu dipandang sebagai alat
untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum dalam kedudukannya
harus memiliki sifat anticipatori, bukan hanya sebagai reportorial. Hal ini
berarti bahwa kurikulum harus dapat meramalkan kejadian di masa yang akan
datang, tidak hanya melaporkan keberhasilan peserta didik.*** Hal senada juga
diungkapkan oleh Syafaruddin, Perubahan merupakan suatu keniscayaan.
Karena itu, setiap bangsa yang ingin eksis dan berkembang dituntut untuk
mampu mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan politik, ekonomi,
pendidikan, sosial, dan budaya.'*

Namun dengan adanya perubahan tentu harus melalui perumusan
tentang kebijakan pendidikan, Sebelum diimplementasikan hasil kebijakan
yang telah dirumuskan, maka hendaknya dikomunikasikan secara terus
menerus kepada khalayak. Supaya khalayak memahaminya lebih dalam, sebab

tidak diterimanya suatu kebijakan tersebut, bisa jadi bukan karena kebijakan

yang dirumuskan tersebut kurang asfiratif, melainkan karena belum dipahami

120 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Agama Islam di Sekolah (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), 7.

12! gybandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 3.
122 syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan
menuju Organisasi Sekolah Efektif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 15.
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secara mendalam oleh khalayak.'”® Ketika komunikasi minim dilakukan maka
akan menyebabkan kurang saling memahami dan tidak ada kemesraan yang
akhirnya timbul saling mencurigai satu sama lain yang kemudian terjadi demo
dan bentrok.

Berbagai realita di dunia ini tidak ada negara yang tidak ikut campur
atas pendidikan warga negaranya, maka di dunia pendidikan juga ada potensi-
potensi konfliknya, terutama yang berkaitan dengan upaya menjembatani
antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Karena masyarakat bertekat
mewariskan kepentingan-kepentingannya sendiri kepada generasinya,
sementara pemerintah juga berkepentingan dengan mendidik warga negara
yang baik menurut paham pemerintah, maka tak mustahil antara mesyarakat
dan pemerintah berlawanan. Tawar-menawar antara banyaknya kepentingan
lembaga- lembaga, masyarakat, politik yang mesti dimasukkan ke dalam
kurikulum adalah salah satu wujud dari sekian banyak terjadinya konflik
kepentingan antara keduanya. Karena itu dibutuhkan pengaturan.

Jika mengkaji kebijakan publik para ahli dalam mengungkapkan
konsep kebijakan muncul berbagai variasi namun pada dasarnya mempunyai
pandang yang sama seperti menurut Anderson yang dikutip oleh Budi
Winarno bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud
yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu
masalah atau suatu persoalan. Menurut Amir Santoso dalam sudut pandangnya

bahwa kebijakan publik terdiri dari dua ranah yaitu ranah pertama dengan

123 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 57.
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menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah dan pada

ranah kedua bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah

yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan menganggap

kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.'?*

a. Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Seperangkat peraturan tidak mungkin muncul dengan sendirinya
tanpa adanya yang membuat, begitu pula dengan kebijakan pendidikan.
Simeon, menggolongkan lingkungan kebijaksanaan pendidikan menjadi;
lingkungan politik dan lingkungan non politik, kedua lingkungan ini
menurutnya sama-sama mempunyai pengaruh terhadap kebijakan,
termasuk kebijaksanaan pendidikan. Kedua aktor-aktor, dalam hal
menentukan siapa aktor kebijakan David Easton menerangkan bahwa ciri
kebijakan publik yaitu kebijakan yang diformulasikan oleh penguasa
dalam sistem politik. Yang dimaksud penguasa di sini adalah orang yang
terlibat setiap hari dalam sistem politik sekaligus bertanggung jawab
dalam persoalan ini, serta diakui keberadaannya oleh sebagian besar
anggota sistem politik di mana tindakan-tindakannya dapat diterima serta
mengikat dalam waktu yang panjang selama tindakan penguasa dalam
batas kewenangannya.'® Adapun aktor- aktor perumusan kebijakan
pendidikan yang meliputi politik dan non politik dapat seperti ini:
Bercermin dari stakeholder yang sukses dalam memutuskan

kebijakan pendidikan dilakukan oleh Bill Clinton, ketika menjabat

124 Bydi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: MedPress, 2008), 18- 19.
125 Budi Winarno, Teori Kebijaksanaan Public (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Sosial
Universitas Gajah Mada, 1989), 37.
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Gubernur Arkansas dan dilanjutkannya saat menjabat presiden Amerika
Serikat, yakni selalu melibatkan 3 (tiga) aktor utama dalam proses sebuah
kebijakan pendidikan secara sinergis, mereka adalah unsur; (1)
pemerintah, (2) para guru, dan (3) pakar pendidikan yang dipandang beliau
lebih memahami kotak hitam (black box) persoalan pendidikan, bukan
birokrat bermental proyek.**®Disini jelas terlihat bahwa pengambilan
keputusan kebijakan di Amerika sangat sinergi karena aktor yang berberan
ialah orang-orang yang berkompetensi di bidang pendidikan sehingga para
aktor mengetahui apa yang diharapkan oleh pasar pendidikan dan
percepatan global. Berbeda halnya dengan negara Indonesia aktor yang
ditetapkan oleh pemerintah ialah orang-orang yang mempunyai power
didalam kalangan elit politik tanpa melibatkan ahli pendidikan jikapun ada
keputusan dominan pada elit politik.
b. Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Hakikat Pendidikan

Menurut Plato manusia terbagi kepada tiga kelompok yaitu: pertama
manusia yang didominasi oleh rasio yang hasrat utamanya ialah ingin
memperoleh pengetahuan. Kedua manusia yang didominasi oleh roh yang
hasrat utamanya ialah meraih reputasi dan ketiga, manusia Yyang
didominasi nafsu yang hasrat utamanya adalah materi.*?’

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan
paling mulia, yang memiliki unsur Jiwa dan raga yang satu sama lain tidak

dapat dipisahkan. Manusia tanpa jiwa berarti mati, dan yang jiwanya labil

126 Aswandi, Proses sebuah kebijakan, http://www.facebook.com/topic.php (8 Agustus, 2015
127 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2010), 11.
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berarti Schizophrenia (sakit jiwa sakit), dan raga hanyalah bungkus yang
tiada daya upaya kalau tidak diberi jiwa oleh Allah. Yang membedakan
manusia dengan makhluk lain adalah akal untuk “berpikir” dengan
berpikir manusia memiliki kesadaran (conciousness) yang dijadikan modal
moral (makhluk lain tidak punya tujuan moral). Menurut Nursid oleh
karena manusia makhluk yang berpikir maka manusia memiliki sejumlah
kemampuan (a) membaca (b) melihat (c) berkomunikasi (d) menjelajah (e)

belajar.

G. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara umum, implementasi kebijakan'*dapat diartikan sebagai
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu
atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan
dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan
merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak
menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan
keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan
teknis proses implementasi adan dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah

tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

128 |mplementasi kebijakan minimal terkait tiga hal. Pertama, adanya tujuan atau sasaran
kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. Ketiga adanya hasil kebijakan.
Maka ini berarti implementasi kebijakan bersifat dinamissesuai tujuan atau sasaran kebijakan.
Lihat Moh. Alifuddin, Menyemai Pendidikan Nonforamal (Jakarta; MAGNA Script Publishing,
2011), 11-12.
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Konsep implementasi mencakup dua hal pokok, yaitu program
kebijakan (policy) yang kemudian akan menghasilkan outcome. Tujuan-tujuan
dari kebijakan dirumuskan oleh berbagai aktor dalam proses politik, sehingga
definisi aktor ini meliputi dua kelompok yaitu formulator dan implementator.
Dengan mengembangkan formula awal maka implementasi dapat disajikan
dalam formula berikut:

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan tersebut, maka menurut
LanedalamSurantoterdapat dua konsep dalam implementasi yang memiliki
fokus yang berbeda, yaitu:

1. Implementasi sebagai tujuan akhir atau pencapaian kebijakan (policy
achievement). Fokus konsep ini adalah evaluasi, yaitu menilai
(implementation  judgement) sampai  sejauhmana  keberhasilan
implementasi (accomplishment function).

2. Implementasi sebagai proses atau eksekusi kebijakan yang memberikan
fokus pada prosesnya (causal function).**

Selanjutnya Lane dalam Suranto mengemukakan bahwa konsep
implementasi memiliki dua aspek, yaitu:

1. Hubungan antara tujuan (abjectives) dan hasil (outcomes), sisi tanggung
jawab (responsibility side).

2. Proses untuk membawa kebijakan ke dalam efek yang merupakan sisi

kepercayaan (trust side).

129 Syranto, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan; Penelusuran Teori dan Kebijakan. Eds Dyah
Mutiarin dan Arif Zaienuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 23.
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Proses implementasi adalah kombinasi dari tanggung jawa dan
kepercayaan dalam kaitan antara warga negara dan sektor publik secara
umum dan dalam hubungan antara politisi dan pejabat.

Adapun proses implementasi sekurag-kurangnya ada tiga unsur
yang mutlak harus ada, yaitu: (1) Adanya program atau kebijakan yang
dilaksanakan; (2) Adanya program target, yaitu kelompok masyarakat
yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari
program tersebut, perubahan atau peningkatan. (3) Adanya pelaksana
(implementator) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan proses implementasi
tersebut.

Ketidakberhasilan pelaksana suatu kebijakan yang sering dijumpai
antara lain disebabkan adanaya keterbatasan sumber daya, struktur
organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif dan komitmen
pelaksana yang rendah. Faktor-faktor politik atau waktu yang kurang tepat
serta bermacam alasan lainnya, turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan

atau program sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik.**

1. Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan mmpnyai lima jenis informasi dihasilkan dan
diubah dengan menggunakan metode analisis kebijakan. Metode ini pada

umumnya lebih baik dari pada ilmu-ilmu sosial dan profesi dan biasanya

1%0gyranto, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan; Penelusuran Teori dan Kebijakan. Eds Dyah
Mutiarin dan Arif Zaienuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 23.-24.
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ditujukan sebagai upaya memecahkan masalah manusia. Metode ini
meliputi uraian (deskripsi), ramalan (prediction), penilaian (appraisal),
resep (prescription), dan definisi (definition). Semua metode tersebut
melibatkan pertimbangan dari hal-hal yang berbeda, yaitu pertimbangan
yang berbeda untuk menerima atau menolak suatu penjelasan, untuk
menyatakan atau memperdebatkan suatu tindakan, untuk memilih atau
tidak memilih suatu kebijakan, untuk menerima atau menolak suatu
ramalan, untuk menggambarkan suatu masalah disatu sisi dibandingkan
dengan hal lainnya.

Pada tataran kebijakan, evaluasi digunakan menilai keberhasilan
dan kegagalan dari tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan adalah
penilaian secara menyeluruh input, proses, output dan outcame dari
kebaikan pemerintah daerah. Melalui evaluasi akan diketahui apakah
kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Jika
berhasil, sejauhmana tingkat keberhasilannya. Jika gagal menganggap
terjadi kegagalan. Evaluasi juga dipakai untuk mengetahui sejauhmana
kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan. Di samping itu,
evaluasi kebijakan digunakan sebagai umpan balik bagi perumus dan
pembuat kebijakan untuk melakukan suatu penyempurnaan lebih lanjut.**

Berbagai istilah dalam analisis kebijakan sangat vareatif. Adapun

prosedur ini diberi istilah khusus, yaitu pengawasan (monitoring),

131 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: PT. Grasindo,
2007), 274-275.
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peramalan  (forecasting),  evaluasi (evaluation),  rekomendasi

(recomendation) dan struktur masalah (problem struvuring).

a.

Deskripsi (monitoring) hasil informasi tentang hasil kebijakan yang
diamati.

Prakiraan (forecasting /istilah lain predection) hasil informasi tentang
hasil kebijakan yang diharapkan.

Evaluasi (evaluation) hasil informasi tentang nilai (value) atau
kebermaknaan (worth) dari otcome yang diamati serta yang
diharapkan.

Resep (prescription/recommendation) hasil  informasi tentang
kebijakan yang lebih disukai.

Definisi (problem structuring) hasil informasi tentang masalah yang

akan dipecahkan.

Belajar untuk mendekati masalah kebijakan dan memilih metode
dasar yang sesuai selama proses kebijakan meskipun tidak ada
pengangan praktis. Namun, yang penting adalah kita harus berfikir
seperti analisis atau prediksi. Peneliti harus sering membaca surat
kabar, membayangkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan
diminta untuk mendekati masalah tersebut, informasi apa yang
dibutuhkan dan metode dasar apa yang sesuai. Tentunya sesuai dengan
perkembangan waktu, kebiasaan melihat masalah secara analisis itu
akan berkembang, maka untuk memperoleh kepercayaan diri untuk

memahami masalah tersebut.
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Berikut ini adalah saran-saran yang dapat membantu Kita untuk

menjadi analis kebijakan.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Belajar fokus dengan cepat tentang kriteria keputusan utama dari suatu
masalah, faktor-faktor masalah penting, apa kriteria untuk keputusan
yang akan dibuat dan bagaimana meminimalisasi biaya.

Hindari pendekatan “fool box” dalam menganalisis kebijakan.

Belajar untuk berhubungan dengan ketidakpastian.

Berbicara dengan data (angka-angka), kemampuan melihat masalah
didasarkan data dan memiliki kemampuan matematis.

Membuat analisis yang sederhana dan transparan serta akuntabel.
Periksa berbagai fakta dan berbagai hal ini dilakukan agar terhindar
dari kesalahan.

Belajar untuk membantu pekerjaan yang lain, dan membantu melihat
masalah dari perspektif lain.

Berikan klien analisis, bukan keputusan. Analisis dan perencana
memberikan saran-saran bukan putusan.

Pandangan yang lebih luas. Analisis harus mampu memperluas definisi

masalah dan alternatif solusi.

10) Menyadari bahwa tidak ada analisis yang sangat benar, rasional dan

sempurna. Mutu analisis dianggap benar menutut konteks waktu dan

sumber daya yang tersedia.’®

132 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 173-

174.
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2. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Masalah yang serius dalam bidang pendidikan di negara kita adalah
rendahnya mutu pendidikan diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.
Berbagai kalangan masyarakat, termasuk ahli pendidikan, berpendapat
bahwa masalah mutu pendidikan sebuah proses pendidikan daya manusia
sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa dalam berbagai
bidang.'*®

Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang dirangsang untuk
menilai keuntungan dari suatu kebijakan atau program yang telah dibuat.
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa spesifikasi kriteria
evaluasi itu beragam, begitu pula teknik dan metode analisisnya. Dalam
hal ini, evaluasi bisa berbentuk apa saja. Evaluasi ini bisa muncul
diberbagai tingkatan pemerintahan atau di luar pemerintahan. Waktu
pelaksanaan evaluasi juga beragam ada yang membutuhkan hanya
beberapa menit, hari, minggu, bulan bahkan tahun dengan penelitian yang
kian mendalam. Namun, proses dan tahapan evaluasi menurut Patton dan
Swicki dalam Fattah secara garis besar adalah sebagai berikut.
a. ldentifikasi tujuan yang akan dievaluasi.
b. Analisis masalah yang harus ditangani oleh aktivitas kebijakan

tersebut.

c. Deskripsi dan standarisasi dari aktivitas evaluasi.

d. Pengukuran tingkat perubahan yang terjadi.

133 Hikmat, Manajemen Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 294.
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e. Penentuan mengenai apakah perubahan itu terjadi karena aktivitas atau
karena penyebab lain.
f. Beberapa indikasi pengaruh kebijakan.

Selain itu, diidentifikasi juga beberapa pertanyaan yang harus
dijawab jika tujuan program harus dibuat secara operasional untuk
kepentingan penelitian dan evaluasi.Evaluasidalam analisis kebijakan
memainkan sejumlah fungsi utama. Berikut ini beberapa fungsi dari
evaluasi kebijakan.***

Pertama, yang paling penting evaluasi memberi informasi valid
dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh
kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan
publik dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-
tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan dan pendidikan) dan
target tertentu (sebagai contoh 20% pengurangan penyakit kronis pada
tahun 2006 dan 83% pencapaian wajib belajar pendidikan dasar
Sembilan tahun).

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai
diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan
target. Nilai juga bisa menanyakan secara sistematis sesuai kepantasan
tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam

menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji

134 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 247.
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alternatif sumber nilai (misalnya kelompok kepentingan dan pegawai
negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam
berbagai bentuk rasionalitas (teknik, ekonomis, legal, sosial, subtantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-
metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan
rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan
dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan
sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu
didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi
alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan
menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan
sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Membuat perbedaan antara evaluasi dan riset evaluasi adalah
suatu hal penting karena yang terakhir ini telah berkembang menjadi
semacam industri. Pejabat-pejabat pemerintah, seperti halnya dengan
yang lain, juga tengah menimbang manfaat dari upaya-upaya mereka
selama berabad-abad. Pemilihan, penganggaran, penyelidikan, pidato
kenegaraan semua ini bersama Kkegiatan-kegiatan lainnya dinilai
memiliki dampak yang dapat dievaluasi.*®

Adapun kreteria evaluasi hasil kebijakan adalah mencakup

sebagai berkut; 1%

135 Charles O. Jone, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 356.
136 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 2.
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Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu
alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai
tujuan dari diadakannya tindakan.

. Efesiensi (efisiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang
diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu. Efisiensi yang
merupakan sinomin dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan
antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari
ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan
biaya per unit produksi atau layanan.

Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu
tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan
yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan
menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan
dan berbagai hasil yang diharapkan.

. Pemerataan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal
dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat usaha antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan
yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang
akibatnya atu usahanya didistribusikan secara adil.

Rensponsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapajauh
suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai
kelompok-kelompok masyarakat tertentu kriteria responsivitas

adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua
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kriteria lainnya seperti efektivitas, efesiensi, kecukupan
pemerataan dianggap masih gagal jika belum menanggapi
(responsif) terhadap kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang
semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan (approrioriteness) erat berhubungan dengan rasionalitas
substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak
berkenaan dengan satuan Kriteria individu, tetapi dua atau lebih
kriteria secara bersama-sama.ketepatan merujuk pada nilai atau
harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang
melandasi tujutan-tujuan tersebut.

Analisis evaluasi baik berupa layanan®®’

atau implementasi
pada peran lembaga pendidikan atau sistem pemerintahan dalam
mempengaruhi  stakeholder dalam pendidikan Islam dapat
menggunakan konsep analisis adalah Strengths, Wekaness,

Opportunities dan Treaats (SWOT). Analisis SWOT ini terdiri

empat faktor yaitu:

1) Strengths (kekuatan)

Hal ini untuk mengetahui kekuatan organisasi, kekuatan

adalah suatu kondisi yang menguntungkan atau yang dianalisis

37 Hal yang penting dalam layanan agar memperoleh kepuasan dan baik untuk di evaluasi berupa
prinsip sebagai berikut : (1) Identifikasi kebutuhan pengguna (konsumen) yang sesungguhnya, (2)
Sediakan layanan yang terpadu; (3) Buat sistem pendukung layanan; (4) Usahakan agar semua
karyawan bertanggung jawab atas kualitas layanan; (5) Layani keluhan secara baik; (6) Trus
berinovasi; (7) Karyawan sama penting dengan pengguna (konsumen); (8) Bersikap tegas, namun
tetap ramah; (9) Menjalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan; (10) Selalu
mengontrol kualitas. Lebih lengkapnya lihat John Viljoen, Strategic Manajement: Planning and
Implimenting Sucssessfull CorporateStartegies (Sout Melbourne: Addison Whasley, 1997), 253.
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merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi.
Seperti adanya pengurus yang setia, dana atau adanya kas yang
banyak ada dalam organisasi atau berbagai sumber dana dari

berbagai donatur atau sumber yang sah lainnya.

Wekaness (kelemahan)

Hal ini merupakan sebuah intropeksi untuk mengetahui
kelemahan organisasi. Kelemahan bisa berarti suatu kondisi
yang merugikan bagi organisasi. Data yang dianalisis
merupakan faktor dalam tubuh organisasi. Seperti kondisi

anggota yang tidak aktif, dana yang tidak ada.

Opportunities (peluang)

Hal ini merupakan peluang berkembang untuk masa datang
yang bisa terjadi, atau kesempatan organisasi dalam hal ini
dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat menguntungkan
jika dilakukan, atau sebaliknya menghambat atau bisa
merugikan. Seperti sumber dana ada ketika dibutuhkan dan
adanya kridibilitas kinerja dari pengelola organisai atau
lembaga pendidikan.

Treats (ancaman)

Hal ini merupakan kondisi yang mengancam baik dari

dalam atau dari luar. Ancaman juga bisa diartikan untuk

mengetahui hal yang menghambat organisasi atau menghambat
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perjalanan kepengurusan. Seperti kinerja pengurus lemah, atau
ada organisasi yang selevel yang berdekatan®*®,

Untuk Efektivitas evaluasi dengan analisis SWOT dalam
pengembangan pendidikan Islam dalam mencapai tujuan dapat

diperoleh dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Kapabilitas (kafalah), kemampuan, kesinambungan, bekerja,
dan mempresentasikannnya.

b. Pemahaman (al-fahm,) ketajaman melihat tujuan dan
memahami konsepnya.

c. Koordinasi (al-tandhim), kemampuan dalam mendefinisikan
tugas serta merencanakan hubungan kerja, mengorganisasikan,
mengefektifkan penyampaian dan penerimaan informasi tanpa
adanya suatu diskriminasi.

3. Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendididkan

Tujuan adalah unsur yang amat penting dalam evaluasi program
pendidikan luar sekolah. Tujuan evaluasi berfungsi sebagai pengarah
kegiatan evaluasi program dan sebagai acuan untuk mengetahui
efisiensi dan efektivitas kegiatan evaluasi program.

Tujuan evaluasi terdiri atas tujuan umum (goals) dan tujuan
khusus (objectives). Tujuan umum dinyatakan dalam rumusan umum,
sedangkan tujuan khusus dinyatakan dalam rumusan khusus dan

terbatas, serta merupakan rincian dari tujuan umum. Evaluasi secara

138 Helmi Hartono, Manajemen Layanan (Sumenep: Hand out, 2011),1-2.
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implisit telah terumuskan dalam definisi evaluasi yaitu untuk
menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Tujuan
khusus mencakup upaya untuk memberi masukan tentang
kebijaksanaan pendidikan, hasil program pendidikan, kurikulum,
tanggapan masyarakat terhadap program, sumber daya program
pendidikan, dampak pembelajaran, manajemen program pendidikan dan
sebagainya.**

Adapaun evalauasi yang berimplikasi positif bercirikan sebagai
berikut: Peka pada kritik. Hampir selalu merasa tidak tahan terhadap
kritikan yang diterimanya. Dia melihat hal tersebut sebagai usaha orang
lain untuk menjatuhkan harga dirinya. Sehingga, dia terkadang tampak
keras kepala dan berusaha mempertahankan pendapatnya dengan
menggunakan berbagai justifikasi dan logika yang keliru. Responsif
terhadap pujian, meskipun dia tampak tidak peduli dan menghindari
pujian namun antusiasmenya terhadap pujian masih akan tampak.
Bersikap pesimis terhadap kompetensi. Hal tersebut terungkap dalam
keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dalam prestasi. Dia
menganggap tidak berdaya melawan persaingan yang merugikan
dirinya.

Suksesi kepemimpinan harus suka menolong baik kawan ataupun
lawan menjadi pendobrak birokrasi yang suka bermain-main, terbuka

menerima Kritikan dan masukan, tahu pada apa yang alami rakyatnya

¥ Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008), 35.
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serta selalu berbuat baik pada semua rakyat dan mampu mengevaluasi
diri apabila terjadi kebijakan yang tidak pro rakyat tentunya semua ini
harus didukung dengan iklim birokratik yang baik sehingga mampu
mensejahterankan masyakarat dan tentunya harus didukung oleh
stabilitas politik yang aman. Hal ini penting agar visi misi
kepemimipinan profetik sang pemimpin berada dalam wilayah
pemimpin bukan pemimpi.**

Inti tujuan evaluasi adalah bagaimana umpan balik dari sebuah
implementsi program yang bersifat kebutuhan publik menjadi prioritas
dibanding kebutuhan yang sifatnya pribadi atau kelompok. Hal tak
kalah penting dalam evaluasi adalah harus bisa menerima terhadap
masukan pihak lain, apabila tejadi suatu kesalahan yang sifatnya tidak

tersengaja.

10 Mukhlishi, Filosofi Tsulatsi Mujarrad; Tawaran Suksesi Kepemimpinan Politik-Profetik,
Majalah Mata Sumenep, Edisi (Februari 2016), 10.



